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Skripsi yang berjudul “Penerapan Islamic Empowerment Melalui Program 
Pembiayaan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT Nurul 
Jannah Gresik” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan tentang (1) Bagaimana penerapan Islamic empowerment 
melalui program pembiayaan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di 
BMT Nurul Jannah Gresik, dan (2) Bagaimana kontribusi pembiayaan modal 
terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT 
Nurul Jannah Gresik (3) Apa saja kendala dan hambatan dalam proses 
empowerment di BMT Nurul Jannah Gresik 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. 
Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, wawancara 
dilakukan kepada pihak-pihak BMT Nurul Jannah Gresik dan nasabah pembiayaan 
untuk menggali tentang permasalahan yang penilit angkat. Kemudian data yang 
sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif analitis. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Islamic empowerment 
yang diterapkan di BMT Nurul Jannah program pembiayaan modal usaha mikro, 
kecil dan menengah (UMKM) melalui dua model, yakni melalui pembiayaan 
mud{a<rabah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang kekurangan modal dan 
melalui bantuan dana-dana sosial yang terdiri dari zakat, infaq dan shodaqoh yang 
dihimpun oleh UMKM untuk masyarakat yang kurang mampu (dhuafa}) dan 
disalurkan kedalam 5 program kerja diantaranya untuk kaum dhuafa seperti anak 
yatim piatu, janda, dan beasiswa. Hambatan dan kendalanya berasal dari 
kompetitor, pemahaman masyarakat dan rentenir serta kurangnya sumber daya 
manusia yang mampu melakukan pengawasan dan pembinaan. Dari kedua model 
tersebut dapat dikatakan efektif tapi belum cukup optimal dikarenakan 
pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Nurul Jannah hanya sebatas 
pemberian modal saja, tidak ada program lanjutan. Selanjutnya Kontribusi 
pembiayaan modal terhadap keberlangsungan UMKM dapat meningkatkan taraf 
dan kesejahteraan hidup masyarakat lemah, hal ini dapat dilihat dari indikator 
bertambahnya omzet, laba dan aset yang dimilikinya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi pihak BMT Nurul Jannah 
diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaannya dengan cara adanya program 
lanjutan seperti pendampingan, pelatihan dan pengawasan. Selanjutnya produk-
produk pembiayaan yang ada di BMT Nurul Jannah ditambah seperti mura>bahah, 
atau musyarakah, tidak hanya mud{a<rabah saja. Karena dengan begitu masyarakat 
dapat memilih sesuai dengan permasalahannya dan dapat terberdayakan. 
Kata Kunci: Islamic Empowerment, Modal Usaha, UMKM, Pembiayaan 
mud{a<rabah, Pemberdayaan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah selesai yang 
masih menjadi topik pembicaraan saat ini. Pemerintah dan lembaga 
keuangan mempunyai program-program yang betujuan untuk mengangkat 
taraf hidup masyarakat seperti program pembiayaan dan pendampingan 
usaha. Akan tetapi hasil dari program tersebut belum dirasakan oleh 
masyarakat luas, hal ini di buktikan dengan data kemiskinan di Indonesia, 
sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, 
September 2016 - September 20171 




Perkotaan    
September 2016 1552,77 7,91 
Maret 2017 1574,12 7,87 
September 2017 1455,45 7,13 
Pedesaan   
September 2016 3085,76 15,83 
Maret 2017 3042,89 15,82 
September 2017 2949,82 15,58 
Total   
                                                          
1 Jatim.bps.go.id diakses pada 11 Oktober 2018 



































September 2016 4638,53 11,85 
Maret 2017 4617,01 11,77 
September 2017 4405,27 11,20 
Data di olah secara manual (sumber: jatim.bps.go.id) 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa adanya penurunan 
kemiskinan yang kurang signifikan, untuk mengurangi dan mengatasi 
kemiskinan di Indonesia perlu adanya pergerakan atau kebijakan baru. Cara 
mengentaskan kemiskinan dan keterpurukan ekonomi yang ada saat ini 
dengan sebuah perubahan yaitu berwirausaha. Di dalam al-Quran telah di 
jelaskan pentingnya sebuah perubahan, salah satu bentuk perubahan ialah 
pemberdayaan. Sebagaimana yang telah di firman kan oleh Allah Swt, 
dalam dalam surah Ar-Ra’d ayat 11: 






او ُ ِِيَّغُي ٰ َّتََّح ٍمۡوَِقب اَم ُ ِِيَّغُي 
َ
لَ َ َّللَّٱ َِّنإ َلَ
 ُد نِِم مَُهل اَمَو ۚۥ ُ
َ
لَ َّدَرَم ٍلاَو نِم ِۦِهنو  
Artinya: 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan  apa yang ada 
pada suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 
sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.2 
 
Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah 
keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. 
Manusia di minta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan 
                                                          
2 Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, Tafsir Jalalain Jilid 2, (Surabaya: PT. Elba Fitrah 
Mandiri Sejahtera, 2015), 179. 



































perubahan dalam hidupnya dengan cara kegiatan pemberdayaan. Kegiatan 
yang bertujuan untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik dalam segala 
aspek. 
Islam mempunyai cara tersendiri melalui al-Quran untuk 
memperdayakan ekonomi lemah dengan cara sebagai berikut:3 
a. Menumbuhkan semangat kerja 
b. Kewajiban membayar zakat 
c. Pengharaman riba 
d. Pengharaman monopoli 
e. Pengharaman menimbun harta 
f. Membudayakan infaq dan sedekah 
Ekonomi Islam mempunyai tiga pilar yang terdiri dari sektor moneter, 
sektor riil dan sektor zakat. Ketiga pilar tersebut berkaitan satu dengan 
yang lain dan ketiganya perlu dibangun dan digerakkan bersama-sama oleh 
semua komponen umat dan bangsa, baik oleh pemerintah, lembaga 
keuangan syariah, civitas akademik perguruan tinggi dan pesantren. Ketiga 
pilar ini merupakan implementasi ajaran Islam yang berasaskan tauhid dan 
mampu menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah dan 
kegiatan bisnis syariah lainnya.4 
                                                          
3  Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-Ayat kaum Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 147-209 
4 Abu Fahmi dkk, HRD Syariah: Teori dan Implementasi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
2002), 9 



































Sektor riil adalah praktek ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat 
seperti dengan melakukan wirausaha (entrepreneur) atau unit usaha mikro 
kecil dan menengah (UMKM) yang bisa memenuhi kebutuhan hidup 
masyarakat secara langsung.  
Sektor riil yang diwakili UMKM telah menyerap 97,16 persen tenaga 
kerja dari penyerapan tenaga kerja yang ada. Sumbangan terhadap PDB 
atas dasar harga berlaku sebesar 35,3 persen dari PDB Nasional atau sekitar 
Rp.3.114.139 miliyar. Untuk sumbangan terhadap PDB atas dasar konsta 
sebesar 57,48 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Naik 
2,38 persen dari tahun sebesar 3,99 pada tahun 2016.5 
UMKM dalam pembangunannya tidak selalu lancar, banyak 
permasalahan yang timbul mulai dari proses awal pembentukan UMKM, 
dalam proses berjalannya kerja dari UMKM hingga proses pemasaran 
produk. Banyak UMKM yang tidak bisa berkembang akibat kurangnya 
modal. Sehingga UMKM tersebut tidak bisa tumbuh besar dan tertahan. 
Pembiayaan modal usaha diharapkan mampu menjadi solusi dari 
permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM.  
Usaha mikro dan kecil tergolong jenis usaha marjinal, karena 
cenderung berorientasi pada pasar lokal, tingkat modal yang rendah, 
penggunaan teknologi yang sederhana, dan akses terhadap kredit yang 
rendah. Oleh karena itu, harus selalu diupayakan strategi yang tepat untuk 
                                                          
5 depkop.go.id diakses pada 11 Oktober 2018 



































memperdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar 
kesejahteraan masyarakat semakin terangkat.6 
Mas’hud Macfoedz dan Mahmud Macfoedz 7  dalam Rifka 
berpendapat bahwa wirausahawan dapat merusak suatu usaha jika tidak 
mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang tinggi untuk mendapatkan, 
mengelola dan menggunakan uang, meskipun ide dasar usahanya baik dan 
produktif yang dapat diterima oleh pasar. Salah satu permasalahan yang 
dihadapi oleh wirausaha adalah kekurangan tentang manajemen 
permodalan dan tata kelola keuangan. 
Usaha mikro dan kecil lahir dari jiwa kewirausahaan yang di miliki 
oleh masyarakat, mereka menjadi jarak yang menghubungkan kesenjangan 
antara peluang yang potensial dengan kenyataan yang ada (gap filler). 
Usaha mikro dan kecil dinilai mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena dengan adanya usaha 
dari masyarakat ini maka akan ada gagasan baru, inovasi dan ide-ide kreatif 
yang akan dihasilkan.8 
Melihat kondisi yang demikianlah BMT hadir sebagai lembaga 
keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi 
bagi masyarakat kelas bawah. Baitu>l Ma>l wa Tamwi>l atau yang biasa di 
singkat BMT, secara harfiah Baitu>l Ma>l berarti rumah dana dan Baitu>l 
                                                          
6 Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan” JKMP ISSN. 2338-445X. Vol.2, No.2, (September 
2014), 103. 
7  Rifka Annisa, “Pengaruh Pembiayaan Murābahah dan Mud{a<rabah Terhadap Perkembangan 
UMKM Pada Nasabah Baturetno Wonogiri” (Skripsi—IAIN Surakarta, 2017) 
8 Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 18. 



































Tamwi>l berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna 
dan dampak yang berbeda. Baitu>l Ma>l dengan segala konsekuensinya 
merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau 
keuntungan duniawi dan material di dalamnya, sedangkan Baitu>l Tamwi>l 
merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai 
prinsip bisnis yakni efektif dan efisien.9 
Dalam beberapa tahun terakhir BMT mengalami perkembangan yang 
cukup pesat, hal ini dikarenakan BMT merupakan salah satu model 
lembaga keuangan syariah yang sederhana dan realitas di lapangan, 
Perkembangan BMT yang pesat ini terjadi karena tingginya kebutuhan 
masyarakat akan jasa intermediasi keuangan, hal ini dapat dibuktikan 
dengan data jumlah koperasi aktif. 
Tabel 1.2 
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinisi Tahun 2013-201610 





Jumlah data koperasi aktif provinsi Jawa Timur 
Tujuan berdirinya BMT yakni untuk meningkatkan kualitas usaha 
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Upaya 
                                                          
9  Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT), Cet, I, 
(Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1. 
10 https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/15/1314/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi-2006 
diakses pada 31 Oktober 2018 



































untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat merupakan 
orientasi yang ada pada BMT. Anggota dapat mandiri dan maju dengan 
sendirinya melalui pemberdayaan (empowering), tidak dibenarkan jika para 
anggota dan masyarakat menjadi sangat bergantung kepada BMT. Dengan 
menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup 
melalui peningkatan usahanya.11 
BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik didirikan dengan 2 tugas 
pokok, pertama pengolahan dana zakat, infaq dan shadaqah. Kedua 
pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat dengan konsep syariah. 
Dalam meningkatkan usaha masyarakat BMT Nurul Jannah menawarkan 
beberapa produk, diantaranya produk tabungan dan pembiayaan modal 
dalam bentuk Mud{a<rabah, yang merupakan bentuk kerja sama antar BMT 
dengan anggota. BMT sebagai pemilik modal (S}a>h}ib al-ma>l) menyediakan 
seluruh modal untuk dikelola anggota (Mud{a>rib) dengan bagi hasil sesuai 
dengan kesepakatan. 
Dalam memberikan bantuan pembiayaan modal Mud{a<rabah, BMT 
Nurul Jannah cukup selektif dalam memilih nasabah karena tidak semua 
nasabah bisa di beri bantuan pembiyaan, hanya nasabah yang mempunyai 
usaha dan membutuhkan modal untuk diberikan pembiayaan. Dalam pra 
penelitian yang di lakukan, penerapan pemberdayaan Islam yang dilakukan 
BMT Nurul Jannah hanyalah sebatas pemberian modal. 
                                                          
11 Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil…, 5 



































Upaya pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya dengan 
memberikan bantuan modal saja, tapi juga harus ada bantuan lanjutan yang 
harus dilakukan adanya sarana pendidikan, pengawasan dan juga 
pendampingan agar bisa menunjang perkembangan usaha dari para nasabah 
UMKM. 
Sumodinigrat menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat 
paling tidak harus meliputi lima hal pokok yaitu:12 
a. Bantuan dana sebagai modal usaha 
b. Pembangunan prasarana sebagai pendukung kegiatan 
c. Penyediaan sarana 
d. Pelatihan bagi aparat dan masyarakat 
e. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi seperti; bantuan yang 
diperoleh masyarakat suatu hari harus diganti dengan tabungan 
yan dihimpun dari surplus usaha 
UMKM bisa dikatakan berkembang apabila terdapat adanya 
perbedaan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal. Apabila ada 
peningkatan pendapatan, laba, aset serta struktur modalnya berarti 
penggunaan modal tersebut berhasil. Namun jika sesudah menerima 
bantuan modal tidak terjadi peningkatan perlu adanya bantuan lanjutan 
untuk meningkatkan pendapatan, laba, aset serta struktur modalnya. 
                                                          
12 Bachtiar Rifa’I, “Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerupuk 
Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedungrejo 
Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo” Kebijakan dan Manajemen Publik, No.1, Vol.1 (April 2013), 
133 



































Berangkat dari masalah inilah yang diidentifikasi belum optimal oleh 
peneliti sehingga dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam tentang 
hubungan antara kontibusi BMT Nurul Janna Gresik dengan masyarakat 
sekitar, sehingga masyarakat dapat terbantu dengan keberadaan BMT 
Nurul Jannah ini. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan diteliti 
mengenai “Penerapan Islamic Empowerment Melalui Program 
Pembiayaan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di BMT 
Nurul Jannah Gresik” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 
dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Hasil program pembiayaan dan pendampingan usaha belum dirasakan 
oleh masyarakat luas. 
2. Pembangunan UMKM tidak selalu lancar, banyak UMKM yang tidak 
berkembang akibat kekurangan modal. 
3. Islamic empowerment yang di lakukan BMT Nurul Jannah hanya 
sebatas pemberian modal. 
4. Pemberdayaan UMKM tidak hanya cukup memberikan modal.  
 
 



































C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, peneliti membatasi 
permasalahan agar penelitian ini lebih fokus dan sesuai sasaran. Maka 
batasan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Islamic empowerment yang di lakukan BMT Nurul Jannah hanya 
sebatas pemberian modal. 
2. Pemberdayaan UMKM tidak hanya cukup memberikan modal. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil 
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana penerapan Islamic Empowerment melalui program 
pembiayaan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT 
Nurul Jannah Gresik? 
2. Bagaimana kontribusi pembiayaan modal terhadap keberlangsungan 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT Nurul Jannah 
Gresik? 
3. Apa saja kendala dan hambatan dalam proses empowerment di BMT 
Nurul Jannah Gresik? 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas yang berisi tentang 
penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan berkaitan dengan dasar 



































penelitian yang saat ini akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang 
berhubungan dengan penelitian saat ini sebagai berikut: 
1. Khusniati Rofi’ah. 2011. “Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo” 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran 
lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 
Ponorogo. Sampel dalam penelitian ini adalah BMT Surya Mandiri dan 
KSP Baku Makmur. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberdayaan 
ekonomi umat yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dan KSP Baku 
Makmur berbeda, BMT Surya Mandiri hanya menjadi inisiator saja 
yakni melakukan penghimpunan dan penyaluran dana (pembiayaan) 
masuk dalam tahapan inisiator saja, belum ada tahapan fasilitator dan 
pendampingan. Sedangkan KSP Baku Makmur dalam bentuk inisiator, 
fasilitator dan pendampingan, dilaksanakan dalam bentuk 
penghimpunan dan penyaluran dana, dilanjutkan dalam bentuk 
pembinaan dan pendampingan kelompok ekonomi perempuan-
berkaitan dengan manajemen usaha anggota dan ekonomi rumah 
tangga.13 
Persamaan dari penelitian terdahulu dan yang saat ini akan 
dilakukan adalah bersama-sama membahas peran lembaga keuangan 
mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dalam hal ini 
                                                          
13 Khusniati Rofiah, “Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
di Kabupatrn Ponorogo” Kodifikasia, Ponorogo, (2011) 



































adalah BMT. Perbedaan dalam jurnal ini terletak pada variabel 
pembahasannya, pada penelitian ini hanya membahas tentang 
pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangakan dalam penelitian yang 
saat ini akan dilakukan membahas juga tentang penguatan modal usaha 
mikro, kecil dan menengah. 
2. Atika R Masrifah. 2017. ”Baitu>l Ma>l wa Tamwi>l (BMT) sebagai 
Alternatif Strategis Memajukan Usaha Mikro Kecil Sektor Pertanian” 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat peluang, 
biaya dan risiko lembaga keuangan syariah baitu>l ma>l wa tamwi>l dalam 
mengembangkan usaha mikro kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa prioritas tertinggi berada pada klaster biaya dan risiko 
dikarenakan kurangnya dukungan dan pemahaman masyarakat. 
Sementara prioritas tertinggi berada pada klaster manfaat dan 
kesempatan dikarenakan BMT menerapakan sistem bagi hasil, dengan 
mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, dan luasnya jaringan 
atau unit layanan BMT.14 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan in-depth interview, 
merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 
dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
                                                          
14 Atika R Masrifah, “Baitu>l Ma>l wa Tamwi>l (BMT) sebagai Alternatif Strategis Usaha Mikro Kecil 
Sektor Pertanian” Ponorogo, Universitas Darussalam Gontor, (2017) 



































menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan 
informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.15  
Dari sinilah penelitian yang akan dilakukan pada saat ini dianggap 
penting untuk di teliti. Untuk melihat apakah pembiayaan oleh BMT 
berperan dalam pemberdayaan ekonomi anggota dan penguatan modal 
UMKM, dan sesuai dengan apa yang peneliti terdahulu lakukan. 
3. Mohammad Imsin Almusthofa. Tahun tidak di sertakan “Usaha Mikro 
dan Menegah yang Didukung Lembaga Keuangan dengan Pola Syariah 
sebagai Modal Kegiatan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing 
Daerah” 
Penelitian ini bertujuan untuk mendorong kelompok UMKM dan 
lembaga keuangan mikro pola syariah sebagai salah satu model yang 
bisa dikembangkan untuk melakukan kolaborasi kegiatan ekonomi 
masyarakat yang bisa meningkatkan daya saing daerah. Hasil dari 
penelitian menyebutkan bahwa UMKM berkonstribusi menyumbang 
PDB Rp2.609 triliun atau sekitar 55.9 persen, memiliki jumlah pelaku 
usaha mencapai 51,3 juta unit atau sebesar 99 persen, menyumbang 
devisa negara sebesar Rp183,8 triliun atau sekitar 20 persen, dan 
menyerap tenaga kerja 90,9 juta atau 97 persen, pembiayaan perbankan 
syariah bagi UMKM mencapai 600 ribu atau mencapai 69,3 persen  
total rekening pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan UMKM 
                                                          
15 Sutopo. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Surakarta: UNS. 2006), 29 



































perbankan syariah terkonsentrasi di sektor retail sebesar 31,1 persen, 
jasa usaha sebesar 29,3 persen dan perdagangan sebesar 13,2 persen.16 
Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu 
untuk mencari informasi faktual yang mendetail dan mencandra gejala 
yang ada, untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk 
mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang 
berlangsung. 17  Penelitian ini melihat dari sisi kedua variabel yaitu 
usaha mikro dan menengah serta lembaga keuangan syariah dalam hal 
ini BMT, KSPPS, UUS dan BUS untuk meningkatkan daya saing 
daerah. 
4. Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin. 2013 “Peran Keuangan 
Lembaga Mikro Syariah untuk Usaha Mikro di Wonogiri” 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran 
lembaga keuangan mikro syariah (BMT) untuk memberdayakan dan 
mengembangkan industri mikro di Wonogiri. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa usaha mikro tumbuh secara signifikan setelah 
menggunakan pembiayaan di BMT.  
Penelitian ini tidak dapat di generalisir karena hanya terbatas pada 
pedagang kecil yang menjadi nasabah BMT yang berada di Pasar 
Wonogiri, Pasar Pokoh, Pasar Sukorejo dan Pasar Ngadirojo sebagai 
                                                          
16  Mohammad Imsin Almusthofa, “Usaha Mikro dan Menengah yang di Dukung Lembaga 
Keuangan dengan Pola Syariah sebagai Modal Kegiatan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing 
Daerah”, Jombang, UNIPDU. 
17 Mohammad Imsin Almusthofa, “Usaha Mikro dan Menengah yang di Dukung….,” 



































sampel. Penulis menyebutkan bahwa dalam penelitian ini hanya 
menggunakan data hasil keuntungan saja. Sedangkan masih ada faktor-
faktor lain yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan 
suatu usaha. Penelitian ini terbatas pada waktu dan tempat, sehingga 
untuk memperoleh pembuktian yang kuat secara empiris perlu 
dilakukan replikasi beberapa kali masa yang akan datang dan di tempat 
yang berbeda.18 
5. Jaka Sriyana dan Fitri Raya 2013. “Peran BMT dalam Mengatasi 
Kemiskinan di Kabupaten Bantul” 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap peran 
BMT dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bantul, khususnya 
dari aspek peran BMT dalam meningkatkan pendapatan anggotanya.  
Berdasarkan hasil analisis, variabel edukasi usaha, pemanfaatan dana 
baitul maal, dan pemberian motivasi bekerja kepada anggota memiliki 
peran yang siginifikan pada peningkatan pendapatan anggota.19 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel pembiayaan 
usaha, edukasi usaha, pendampingan usaha, pemanfaatan dana baitul 
maal, dan pemberian motivasi bekerja sebagai salah satu peran BMT 
dalam mengatasi kemiskinan di Bantul. 
 
                                                          
18 Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin, “Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah untuk 
Usaha Mikro di Wonogiri” Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2013) 
19 Jaka Sriyana dan Fitri Raya,”Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Bantul” Yogyakarta, 
Universitas Islam Indonesia, (2013) 



































F. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan 
penting, yaitu: 
1. Untuk mengetahui penerapan Islamic Empowerment melalui program 
pembiayaan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT 
Nurul Jannah Gresik. 
2. Untuk mengetahui kontribusi pembiayaan modal terhadap 
keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dalam proses 
empowerment di BMT Nurul Jannah Gresik 
 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan agar bermanfaat untuk: 
1. Secara Teoretis 
Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi dan refrensi 
literatur untuk penelitian selanjutnya bagi prodi Ekonomi Syariah 
tentang penerapan pemberdayaan secara Islam melalui program 
pembiayaan modal UMKM yang di lakukan BMT Nurul Jannah Gresik. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi BMT Nurul Jannah Gresik 
Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran kepada 
BMT Nurul Jannah Gresik mengenai penerapan Islamic 



































empowerment yang dapat digunakan untuk mengembangkan BMT 
Nurul Jannah kedepan. 
b. Bagi masyarakat 
Sebagai sarana informasi bagi masyarakat tentang penerapan 
Islamic empowerment melalui program pembiyaan modal UMKM 
yang di lakukan BMT Nurul Jannah Gresik. 
 
H. Definisi Oprasional 
Definisi oprasional bertujuan untuk memudahkan dan menegaskan 
maksud dari bagian-bagian judul, sehingga dapat memahami judul 
penelitian. Diantaranya sebagai berikut: 
1. Islamic Empowerment (Pemberdayaan Islam) 
Empowerment secara harfiah bisa diartikan “pemberkuasaan” 
dalam arti pemberian atau peningkatan kepada masyarakat yang lemah 
atau kurang beruntung. 20  Proses mengembangkan dan memperkuat 
kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses 
pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga 
masyarakat dapat meneyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat 
mengambil keputusan secara bebas dan mandiri secara Islam (Islamic). 
Dengan demikian Islamic Empowerment adalah pemberdayaan dalam 
                                                          
20  Abu Huraerah, Perorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi 
Pembangunan Berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2008), 82 



































Islam, indikator permberdayaan dalam penelitian ini adalah program 
pembiayaan modal usaha 
2. Pembiayaan Modal 
Pembiayaan modal usaha adalah pembiayaan yang di maksudkan 
untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 21 
Pembiayaan modal usaha yang di maksud adalah pembiayaan 
Mud{a<rabah di BMT Nurul Jannah Gresik. 
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
Berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2008 22  tentang 
UMKM. Usaha Mikro merupakan usaha ekonomi produktif milik 
orang perorangan atau badan usaha yang memiliki aset maksimal 50 
juta dan omset maksimal 300 juta. Usaha kecil merupakan usaha 
ekonomi produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang 
memiliki aset >50 juta sampai 500 juta dan omset >300 juta sampai 
2,5 milyar. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif 
milik orang perorangan atau badan usaha yang memiliki aset >500 juta 
sampai 10 milyar dan omset >2,5 milyar sampai 50 milyar. 
4. BMT Nurul Jannah Gresik 
Baitu>l ma>l wa tamwi>l atau yang di sering di singkat BMT 
merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang berasaskan ekonomi 
                                                          
21 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasinya, 
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 686. 
22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2008) 



































dengan menggunakan akad.23 BMT Nurul Jannah Gresik beralamatkan 
di jalan Ahmad Yani no. 7 Perum Petrokimia Gresik. 
 
I. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu jenis 
penelitian yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu 
maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara 
umum.24 Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu proses penelitian 
dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki 
suatu fenomena sosial dan masalah yang terjadi pada manusia. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam proses 
penerapannya membutuhkan penjabaran dan pengulasan yang relevan 
dengan topik yang ada. 
2. Data yang Dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan adalah data yang perlu dihimpun untuk 
menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, antara lain: 
a. Data Primer 
1) Penerapan Islamic empowerment melalui pembiyaan modal 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT Nurul 
Jannah Gresik. 
                                                          
23 Fahrur Ulum, “Optimalisasi Intermediasi dan Pembiayaan BMT Menuju Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat” Islamica, (No. 1, Vol. 9, tahun 2014), 161. 
24 Stevan Efendi, Metode Peneliti Survei, (Jakarta: LP3S, 1989), 192. 



































2) Data tentang hasil pembiayaan modal terhadap 
keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 
3) Data tentang kendala dan hambatan yang di hadapi oleh pihak 
BMT Nurul Jannah 
b. Data Sekunder 
1) Data profil BMT Nurul Jannah 
2) Data keuangan BMT Nurul Jannah 
3. Sumber Data\ 
Sumber data berisi tentang penjelasan darimana asal data-data 
yang telah dihimpun dalam suatu penelitian. Lofland mengemukakan 
sumber data kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 
data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. 25  Sumber data 
dibedakan menjadi dua, yakni: 
a. Sumber Primer 
Sumber primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. 
Sumber data primer dalam kualitatif hanya bisa didapatkan melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi pada subyek yang diamati. 
26 Wawancara dalam penelitian ini tentang penerapan Islamic 
empowerment dan tentang jumlah pendapatan UMKM setiap 
penjualan. Sumber primer yang dimaksud antara lain: 
                                                          
25 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 
2009), 157. 
26 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet VIII, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2007), 91. 



































1) Putri Sri Rahayu selaku Manajer Operasional BMT Nurul 
Jannah 
2) Hudayatul Muthamimah selaku Manajer Pembiayaan BMT 
Nurul Jannah 
3) M. Zainul Farid selaku Staff Divisi Maal 
4) Adi Sudibyo selaku Staff Pembiayaan 
5) Rukimi selaku Karyawan BMT Nuurul Jannah 
6) Susana Pancawati Pemilik Usaha Peracangan, LPG, Foto Copy, 
dan Isi Ulang 
7) Siti Nurrohmah Pemilik Usaha Bakso Pak Kamid 
8) Wiwik Nurhayati Pemilik Warung Nasi 
9) Istiqomah Pemilik Usaha Gorengan 
10) Solihin Pemilik Usaha Jaket Kulit 
11) Ghofur Pemilik Usaha Sangkar Burung 
12) Simin Pemilik Usaha Bakso 
13) Muhammad Ma’ruf Pemilik Usaha Pedagang Sayur 
b. Sumber Sekunder 
Sumber sekunder adalah sumber data pendukung yang digunakan 
dalam suatu penelitian, dimana sumber data sekunder menjadi 
pelengkap dari data primer.27 Sumber data sekunder yang dimaksud 
pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat, pengawas UMKM, 
                                                          
27 Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. 
(Surabaya: Airlangga University Press), 129. 



































pengawas BMT Nurul Jannah Gresik, buku-buku dan bahan-bahan 
yang berakitan dengan penelitian sehingga dapat memperoleh data 
yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan guna menyelesaikan 
masalah yang terdapat dalam penelitian ini, seperti buku 
pemberdayaan, pembiayaan dan metode penelitian. Selain itu data 
yang didapatkan melalui pihak BMT Nurul Jannah Gresik 
mengenai sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi.  
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan pada objek 
penelitian, dimana pada proses ini peneliti mengamati kegiatan apa 
saja yang terjadi di objek penelitian.28 Pada penelitian ini observasi 
dilakukan untuk mengamati kegiatan operasional di BMT Nurul 
Jannah Gresik guna memperoleh data dan informasi yang 
diperlukan terkait dengan penerapan Islamic empowerment melalui 
program pembiayaan modal usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM). 
b. Wawancara 
                                                          
28 Ibid., 142. 



































Wawancara adalah proses bertatap muka secara langsung untuk 
mencari informasi antara pewawancara dan narasumber. 29  Pada 
penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung baik secara 
struktr maupun bebas dengan lima pengurus yang menangani 
pembiayaan modal usaha mikro, kecil dan menengah di BMT Nurul 
Jannah Gresik dan delapan anggota nasabah yang melakukan 
pembiayaan di BMT Nurul Jannah Gresik. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis 
yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran 
tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah 
penelitian.30 Seperti informasi mengenai BMT Nurul Jannah Gresik 
dan foto-foto. 
5. Teknik Pengolahan Data 
Data yang telah dikumpulkan kemudian di kelola menggunakan 
penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunkan teknik-
teknik pengolahan data sebagai berikut:31 
a. Editing, pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh 
terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan 
antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. 
                                                          
29 Ibid., 139. 
30 Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali Press, 
2008), 152. 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243. 



































b. Organizing, menyusun kembali data yang telah di dapat dalam 
penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah 
direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. 
c. Analisis data, analisis lanjutan terhadap hasil editing dan 
organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian. 
Dengan menggunakan teori dan menghasilkan kesimpulan. 
d. Penemuan Hasil, dengan menganalisis data yang telah diperoleh 
dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran 
fakta yang ditentukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban 
dari rumusan masalah. 
6. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu 
penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 
deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan 
antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.32 
Kualitatif dalam penelitian ini merupakan suatu prosedur penelitian 
yang menghasilkan data-data deskriptif dari hasil wawancara dan 
observasi. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif analitis yakni dengan menjelaskan atau 
menggambarkan data hasil penelitian dan selanjtnya harus digali lebih 
dalam. Penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik 
                                                          
32 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5. 



































suatu kesimpulan terhadap peristiwa dari data yang telah dikumpulkan 
melalui dokumentasi baru kemudian diambil kesimpulan secara umum. 
Aplikasi dalam penelitian ini adalah penerapan Islamic empowerment 
melalui program pembiayaan modal usaha UMKM di BMT Nurul 
Jannah Gresik. Untuk mengetahui penerapan Islamic empowerment 
apa saja yang telah dilakukan BMT Nurul Jannah kepada nasabah 
sehingga nasabah tertarik melakukan pembiayaan di BMT tersebut. 
Dari data yang telah peneliti kumpulkan melalui wawancara dan 
observasi, kemudian dapat di tarik kesimpulan dengan masalah yang 
diteliti. 
 
J. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yang 
terdiri: 
Bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab II kajian teoritik tentang Islamic empowerment, pembiayaan 
modal serta usaha kecil dan menengah. Dalam bab ini peneliti menguraikan 
dan menjelaskan mengenai teori empowerment (pemberdayaan), modal 
usaha dan UMKM 



































Bab III penerapan Islamic empowerment melalui program 
pembiayaan modal usaha UMKM di BMT Nurul Jannah Gresik. Dalam bab 
ini peneliti menguraikan gambaran umum mengenai subjek yang akan 
diteliti yaitu mengenai BMT Nurul Jannah Gresik yang meliputi: sejarah, 
profil, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, sistem operasional 
serta pembiayaan modal usaha di BMT Nurul Jannah Gresik 
Bab IV analisis penerapan Islamic empowerment melalui program 
pembiayaan modal usaha UMKM di BMT Nurul Jannah Gresik. Dalam bab 
ini peneliti akan menguraikan dan menganalisis mengenai penerapan 
Islamic empowerment melalui program pembiayaan modal usaha UMKM, 
serta menguraikan kontribusi pembiayaan modal terhadap 
keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di BMT 
Nurul Jannah Gresik. 
Bab V penutup, yang berisi mengenai simpulan dan saran dari 
penelitian ini. Pada bab ini juga berisi mengenai saran yang dapat penulis 
sampaikan dalam penulisan skripsi ini.


































KAJIAN TEORITIK TENTANG ISLAMIC EMPOWERMENT, 
PEMBIAYAAN MODAL SERTA USAHA MIKRO, KECIL DAN 
MENENGAH  
 
A. Islamic Empowerment (Pemberdayaan Islam) 
1. Konsep Pemberdayaan 
Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau 
kekuatan, proses, cara, perbuatan memperdayakan. 33  Di dalam al-
Quran kata daya disebut 33 kali sebagai “al-Qu>wwah”.34 Dalam bahasa 
Inggris disebut “empower”. 
Menurut Tafsir Tematik Departemen Agama RI35 dalam Fahrur, 
pemberdayaan bermakna upaya untuk membangun daya yang dimiliki 
kaum dhuafa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan 
meningkatkan kesadaran tentan potensi yang dimilikinya dan berusaha 
mengembangkannya 
Sedangkan Hatta 36  menjelaskan pemberdayaan masyarakat 
secara Islam yaitu suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara 
                                                          
33 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), 242. 
34 Muhammad Fuad al-Baqi’, Mu’jam al-Mufaras al-Fad al-Quran al-Karim, (Beirut: Dar Al fikr, 
1981), 587-588 
35 Tafsir Tematik Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum 
Dhuafa, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 11 
36 Hatta Abdul Malik, “Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan” Jurnal Dimas, Vol.12 No.2 (Maret, 
2012), 257 



































terus-menerus yang dipusatkan didalam komunitas lokal, meliputi: 
saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan 
partisipasi kelompok, melalui masyarakat yang kurang memiliki secara 
bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses 
yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber 
tersebut. Landasan pemberdayaan yaitu filsafat sosial yang mendorong 
semua strata sosial maupun bentuk kemandirian. Dengan kemandirian 
tersebut maka masyarakat menjadi lebih sejahtera dan berdaya. 
Susilo menyatakan bahwa pemberdayaan Islam berasaskan pada 
keadilan, kesamaan, partisipasi, penghargaan, dan ta’a>wun (tolong 
menolong) melalui pendekatan dengan cara pemberian bantuan 
langsung, sarana prasarana dan memberi pertolongan secara kontinu 
melalui pengembangan skill.37  
Diantara asas-asas diatas terdapat kaitan yang sangat erat antara 
satu sama lain yang akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut: 
a. Al-‘Adl  (Keadilan) 
Kata keadilan di dalam al-Quran disebutkan terbanyak 
setelah kata Allah dan ‘Ilm. Hal ini menunjukkan bahwa betapa 
besar bobotnya dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat 
akhlak Islam yang diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, 
                                                          
37 Adib Susilo, “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam”, FALAH: Jurnal Ekonomi 
Syariah, Vol. 1 No. 02 (Agustus 2016), 206. 



































akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan 
manusia.38 


























لِٱب ُساَّلۡٱِلل ُعِف ِساَّن
  ٞزيِزَع ٌِّيو
َق َ َّللَّٱ َِّنإ ِِۚبۡيَغ
ۡ
لِٱب ۥَُهلُُسرَو ۥُه ُُصَُني نَم ُ َّللَّٱ َمَلَۡعِلَِو٢٥ 
Artinya: 
“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul 
Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan 
telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan 
neraca (keadilan) supaya manusia dapat 
melaksanakan keadilan, dan Kami ciptakan besi 
yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka 
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah 
mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan 
rasul-rasul-Nya. Padahal Allah tidak dilihatnya. 
Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha 
Perkasa”.39 
 
Ayat diatas menafsirkan bahwa sebagai dasar untuk 
mengatur dan membina masyarakat, maka setiap agama yang 
dibawa oleh para rasul mempunyai asas keadilan. Keadilan itu 
wajib ditegakkan oleh para rasul dan pengikut–pengikutnya dalam 
masyarakat, yaitu keadilan penguasa terhadap rakyatnya, keadilan 
suami sebagai kepala rumah tangga, keadilan pemimpin atas apa 
                                                          
38 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 80-
82 
39 Al-Quran (57): 25. 



































yang dipimpinnya dan sebagainya. Sehingga seluruh anggota 
masyarakat sama kedudukannya dalam hukum, sikap dan 
perlakuan. 
Masyarakat Muslim yang sesungguhnya adalah memberikan 
keadilan secara mutlak bagi seluruh manusia, menjaga martabat 
mereka dalam mendistribusikan kekayaan secara adil, 
memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk bekerja 
sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh hasil kerja 
dan usahanya tanpa bertabrakan dengan kekuasaan orang-orang 
yang bisa mencuri hasil usahanya.40 
Keadilan sosial dalam masyarakat Muslim berlaku untuk 
seluruh penduduk dengan berbagai agama, ras, bahasa dan warna 
kulit. Itulah puncak keadilan, yang tidak dicapai oleh undang 
undang internasional atau reguler hingga sekarang. 41  Ketika 
keadilan dapat diterapkan oleh setiap masyarakat Muslim yang 
tinggal di dunia ini, maka masyarakat tidak lagi cemas untuk tidak 
berdaya dan tertindas oleh pihak yang lebih beruntung. 
b. Persamaan 
Prinsip persamaan adalah prinsip yang terdiri di atas dasar 
akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Islam 
                                                          
40  Muhammad Ali Al-Hasyimi, “Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim”, Jurnal 
Islamhouse.com, 2009, 7. 
41 Ibid, 8. 



































memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif 
sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Manusia 
dengan segala perbedaannya semua adalah hamba Allah, tidak ada 
perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak dan 
kewajibannya.42  
Bahkan setiap kebutuhan dasar manusia sudah diatur secara 
menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan 
kadar kesanggupan.43 
Dalam al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi: 
  ي
َ




أَو ٖرَكَذ نِِم مُٰكَنَۡقلَخ اَِّنإ ُساَّلۡٱ اَه
 ٌمِيلَع َ َّللَّٱ َِّنإ ۚۡمُٰكىَقۡت
َ





  ِٞيّبَخ١٣ 
Artinya: 
“Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal.”44 
 
                                                          
42 Ibid, 20-22. 
43 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif persepektif Islam, (Surabaya: 
Risalah Gusti, 2009), 52. 
44 Al-Quran (49): 13. 



































Dalam prinsip persamaan, tidak ada kelebihan sebagian atas 
yang lain dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanyalah dari 
segi kemampuan, bakat, amal dan usaha, dan apa yang menjadi 
tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi. 45  Islam juga tidak 
mengukur hirarki status sosial sebagai perbedaan. Sebab yang 
membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaannya 
kepada Allah. Dengan demikian, semua manusia memiliki 
kesempatan yang sama untuk dapat berdaya.46 
c. Partisipasi 
Partisipasi adalah pokok utama dalam pemberdayaan 
masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses 
interaktif yang berkelanjutan. Prinsip partisipasi melibatkan peran 
serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin 
dalam pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan diri, 
kehidupan dan lingkungan.47 
Partisipasi sebagai kontribusi sukarela yang menimbulkan 
rasa harga diri dan meningkatkan harkat serta martabat 
menciptakan suatu lingkaran umpan balik yang memperluas zona 
                                                          
45 Muhammad Ali Al-Hasyimi, “Keadilan dan Persamaan……, 21. 
46 Mohammad Irham, “Etos Kerja dalam Perspektif Islam”, Jurnal Substantia, Vol. 14 No. 1, (April 
2012), 11. 
47  Agus Purbathin Hadi, “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam 
Pembangunan”, Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, RPMA, 
(2009), 5. 



































dalam penyediaan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan 
masyarakat.48 
Pada zaman Rasulullah masyarakat sudah di didik untuk 
membangun dan menjunjung tinggi negara dan nilai-nilai 
peradaban sebagai bentuk masyarakat yang ideal. Pada saat itu 
terbentuknya masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang baik, 
berasas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara 
hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial.  
Pemberdayaan masyarakat dalam Islam harus selalu 
mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk 
selalu terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung 
secara dinamis. Dengan demikian masyarakat dapat 
menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil 
keputusan secara bebas dan mandiri.49 
d. Penghargaan Terhadap Etos Kerja 
Etos adalah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta 
kepercayaan, bersifat khusus tentang seorang individu atau 
sekelompook manusia. Istilah kerja mencakup segala bentuk 
amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan 
keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta 
                                                          
48 Aziz Muslim, “Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Aplikasi Ilmu-
ilmu Agama, Vol. VIII, No. 2, (Desember 2009), 93. 
49  Syahrin Harahap, Islam, Konsep dan Implementasi Pemberdayaan, (Yogyakarta: PT. Tiara 
Wacana Yogya, 1999), 132. 



































negara. Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan 
seorang Muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan 
hidupnya, yaitu memperoleh ridho Allah Swt. Pada dasarnya hal 
ini penting untuk ditegaskan bahwa Islam adalah agama amal atau 
kerja (praxis).50 






لَوَُسرَو ۡمُكَلَمَع ُ َّللَّٱ ىََيَّسَف 
ْ
اوُلَمۡعٱ ِلُقَو




ِلَإ َنو دَُتََُسو َنوُلَمۡعَت ۡمُتنُك اَِمب مُك  
Artinya: 
“dan Katakanlah: ’Bekerjalah kamu, maka Allah dan 
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib 
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 
apa yang telah kamu kerjakan’.”51 
 
Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan 
ajaran Islam memuat semangat dan dorongan pada tumbuhnya 
budaya dan etos kerja yang tinggi. Maka dari itu kemampuan 
manusia itu sendirilah yang perlu diberdayakan sehingga mereka 
mampu mengenal diri dan posisi mereka sendiri. Sehingga akan 
mampu menolong diri sendiri sengan usaha sendiri. Rasullulah 
                                                          
50 Mohammad Irham, “Etos Kerja dalam Perspektif…………, 12-15. 
51 Al-Quran (9): 105. 



































Saw. Pernah bersabda pada Hadits yang di riwayatkan oleh 
Bukhori dan Muslim yang berbunyi: 
 َلْف  سلا َِد
ْ







“Tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah”  
Dengan demikian, amatlah sangat jelas bahwa Islam tidak 
memisahkan antara mansia dengan eksistensinya sebagai manusia, 
serta eksistensinya sebagai manusia dengan pribadinya. Karena itu, 
Islam mendorong umatnya untuk bekerja, mencari rezeki dan 
berusaha agar manusia tersebut selaluu berdaya. Bahkan Islam 
telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut sebagai fardhu. 
Rasullulah Saw. Bersabda: 









 ِْهيَلَع َدُواَد ِ َِللَّا ََِِبن  ِ هَِدي ِلَمَع ْنِم ُلُك
ْ
َأي َنَكَ مَلَ َِسلا  
“tidaklah seorang memakan makanan yang lebih 
baik dari hasil usaha tangannya (sendiri). Dan 
sungguh nabi Daud As. makan dari hasil usaha 
tangannya (sendiri).” (HR. Bukhori, No. 2072). 
 
 
e. Ta’a>wun (Tolong Menolong) 
Ta’a>wun (Tolong Menolong) menurut bahasa berasal dari 
bahasa Arab yang artinya berbuat baik. Sedangkan menurut istilah 
adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati 
nurani dan semata-mata mencari ridho Allah Swt. 



































Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang 
berbunyi: 



















لٱ ُديِدَش َ َّللَّٱ٢ 
Artinya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan 
kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya”.52 
 
 
Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis 
kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat 
masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat 
sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama 
dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip 
persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolong-
menolong. Setiap individu menjadi unit yang berguna kepada 
semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar 
lebih luas.53 
Rasullulah Saw. Bersabda: 
 َو ٍِسَّْعـُم ىَـلَع َ ََّسَّي ْنَم  ِخ
ْ
لْاَو اَيْن  لدا ىِـف ِْهيَلَع ُللَّا َرـ ََّسي ِةَر 
 ُللَّا ُهَرـَتَس اـًِملْسُم َرـَتَس ْنَمَو  ِةَرِخ
ْ
لْاَو اَيْن  لدا ىِـف  ىِـف ُللَّاَو
                                                          
52 Al-Quran (5): 2 
53 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1, (Yogyakarta: CV. Taberi, 1995), 74-75. 





































أ ِنْوَع ِفِ ُْدبَع
ْ




“Dan barangsiapa memudahkan atas orang yang 
susah, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan 
akhirat. Dan barangsiapa menutupi aib saudaranya, 
maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan 
akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya, 
selagi hamba itu mau menolong saudaranya” (HR. 
Muslim No. 2699) 
 
Berikut orang-orang yang tidak mampu bekerja, maka Islam 
mewajibkan kepada sekitarnya untuk membantunya. Melakukan 
injeksi dana bagi masyarakat yang kurang terberdayakan, sebagai 
bentuk dari kepedulian mereka yang kekurangan. Mulai dari anak-
anaknya serta ahli warisnya, ataupun bila yang wajib menanggung 
tidak ada, maka orang yang terdekat yang mempunyai peran wajib 
dalam pemenuhan kebutuhannya.54 
Pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah Saw. Mengandung 
pokok-pokok pikiran yang sangat maju, yang dititikberatkan pada 
penghapusan penyebab kemiskinan bukan pada penghapusan 
kemiskinan semata seperti halnya dengan memberikan bantuan –
bantuan yang sifatnya sementara. Di dalam mengatasi problematika 
tersebut Rasulullah Saw. Tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, 
tetapi beliau juga memberi tuntutan berusaha agar rakyat biasa mampu 
                                                          
54 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi……….., 95. 



































mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya 









أ ِللَّا َلوَُسر َاي ُدُعْقَت ًاْئيَش ََكل ُلَع
 ًاراَّ
َ




لِمَعَف ِْتئِش ِْنإ  
“Jabir R.A menuturkan, bahwa ada seorang wanita 
berkata kepada Rasulullah Saw : “Wahai Rasulullah, 
tidakkah saya buatkan sesuatu untuk tempat 
dudukmu? Sesungguhnya saya punya budak ahli 
pertukangan,” maka Nabi Saw menjawab,”Jika 
engkau mau (melakukannya), maka engkau buatkan 
mimbar saja.” (HR. Bukhori No. 438) 
 
Rasulullah Saw. Memberi tuntutan memanfaatkan sumber-
sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah 
sebuah nilai yang terpuji. Konsepsi pemberdayaan Islam adalah 
bersifat menyeluruh menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar 
kehidupan. Rancangan model pemberdayaan yang harus dibangun pun 
harus mengacu pada hal-hal tersebut. 
Ada dua hal yang mendasar dalam mewujudkan pemberdayaan 
menuju keadilan sosial tersebut, pertama adalah pemahaman kembali 
konsep Islam yang mengarah pada perkembangan sosial 
kemasyarakatan. Konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini 
sangat individualis, statis, tidak menampilkan jiwa dan ruh Islam itu 
sendiri. Kedua, pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi 
                                                          
55 Tomi Hendra, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran” Hikmah, Vol. XI, No. 02 
(Desember 2017), 41 



































sosial budaya. Oleh sebab itu yang dibutuhkan adalah strategi sosial 
budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai 
dengan konsep Islam.56 
Islam pada hakikatnya adalah agama yang mengajarkan dan 
menganjurkan umatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara 
material maupun spiritual. Anjuran tersebut tercermin dalam dua 
rukun Islam, yaitu zakat dan haji. Pelaksanaan kedua rukun tersebut 
mensyaratkan adanya kekayaan atau kecukupan yang bersifat material. 
Jika pelaksanaan haji dan zakat memerlukan kecukupan material maka 
mencapai kecukupan itu menjadi wajib hukumnya. Dengan kata lain, 
rukun Islam menwajibkan umatnya untuk berkecukupan secara 
material.57 
Korten 58  mendefinisikan pemberdayaan adalah bentuk 
peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan 
internal rakyat atas sumber daya manusia, baik material maupun non-
material melalui redistribusi modal. 
Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan 
individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan 
perilaku kearah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku yakni, baik 
                                                          
56 Ibid, 37. 
57 Ibid, 39. 
58   David C. Korten, People Centered Development: Reflections on Development Theory and 
Methods, (Manila: ABD, 1992), 14 



































dari aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang berguna 
untuk meningkatkan kualitas kehidupan kesejahteraan mereka.59 
Dalam al-Quran surah al-Ma’un ayat 1-5 yang berbunyi: 




أ ١  َمِيَت
ۡ
لِٱ  عَُدي يِ
َّ
لَّٱ َِكٰلََذف٢  ٰ
َ
















“Taukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah 
orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi 
makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, (yaitu) 
orang-orang yang lalai terhadap sholatnya”.60 
 
Ayat diatas ditunjukkan kepada kaum Muslimin yang tidak mau 
melakukan upaya pemberdayaan dianggap pendusta agama. Menurut 
Quraish Syihab61 pada ayat 1-3 dalam beberapa riwayat dikemukakan 
bahwa Abu Sufyan, Abu Jahal dan Al-Ash bin Walid konon setiap 
minggu menyembelih unta, suatu ketika datanglah anak yatim datang 
meminta, namun justru dihardik dan diusir. Asbābun Nuzūl ayat 
tersebut menunjukan bahwa kecaman dapat tertuju kepada siapa saja 
yang memberikan bantuan, artinya jika bantuan tidak tepat sasaran 
                                                          
59 Oos M. Anwas, Pemberdayaan Berbasis Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 2014), 55. 
60 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 
1989), 1108. 
61M. Quraish Syihab, Tafsir al-Misbah, Vol.15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 644. 



































kepada orang yang membutuhkan sama halnya dengan enggan 
membantu anak yatim.62 
Orang Islam dituntut untuk melakukan pemberdayaan karena 
Allah Swt, berjanji kepada orang yang membantu atau 
memperdayakan orang lain, yaitu akan diberi pahala yang berlipat 
ganda. Seperti yang tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 261-262: 
 َنيِ
َّ
لَّٱ ُلَث َّم  ِفِ َِلباَنَس َعۡبَس ۡتَتَبنۢ
َ
أ ٍةَّبَح ِلَثَمَك ِ َّللَّٱ ِلِيبَس ِفِ ۡمَُهٰلَوۡم
َ
أ َنوُقِفُني


















أ ٓ اَم َنوُِعبُۡتي 
َ
لَ َّمُث
  َنُونَزَۡيَ ۡمُه 
َ
لََو ۡمِهۡيَلَع ٌفۡوَخ 
َ




“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 
seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap 
tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang 
Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. Orang yang 
menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi 
apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan 
menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi 
Tuhan mereka, tidak adar rasa takut pada mereka dan mereka tidak 
bersedih hati”.63 
 
Ayat diatas turun berdasarkan sifat kedermawanan sahabat 
Utsman bin Affan ketika datang dan membiayai perang tabuk. Janji 
                                                          
62 Ibid, 646. 
63 Al-Quran (2), 261-262. 



































Allah Swt, kepada orang yang menginfakkan hartanya dengan tulus 
dijalan-Nya akan tumbuh dan berlipat ganda.  
Isbandi menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan ekonomi 
belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan dibidang pendidikan 
atau sosial. Tujuan pemberdayaan ekonomi adalah agar sasaran dapat 
mengelola usahanya, kemdian memasarkan dan membentuk siklus 
pemasaran yang relatif stabil.64 
Sifat pemberdayaan tidak bisa berhenti pada satu program saja, 
namun harus tetap berkelanjutan. Bahkan pemberdayaan harus 
dilakukan dengan memperhitungkan hingga generasi berikutnya. Islam 
memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan generasi penerus 
dalam keadaan berdaya. 
 
2. Proses Pemberdayaan 
Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara 
individual maupun kolektif atau menuju kolektivitas. Menurut 
Friedmann 65 dalam Fahrur, proses pemberdayaan merupakan wujud 
perubahan sosial yang menyangkut relasi antar lapisan sosial yang 
dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan 
                                                          
64  Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya 
Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 78. 
65 John Friedmann, Empowerment: The Politics of Alternative Development, (Cambridge Mass: 
Blackwell Publisher, 1992) 



































individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok 
cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.  
Proses-proses pemberdayaan masyarakat mengutip dari United 
Nations menurut Tampubolon 66  lebih mengedepankan pada proses 
ilmiah, yaitu dimulai dari pemahaman setting masyarakat yang 
diakhiri dengan program meningkatkan kemampuan penduduk. Proses 
pemberdayaan menurut Tampubolon sebagai berikut: 
a. Setting to know the local community, yakni mengetahui 
karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diperdayakan, 
termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat 
desa yang satu dengan yang lainnya. 
b. Gathering knowledge about the local community, yakni 
mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi 
mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan 
informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, 
pekerjaan, tingkat pendidikan dan status sosial-ekonomi. 
c. Indentifying the local leaders, segala usaha pemberdayaan 
masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari 
pimpinan atau tokoh-tokoh masyarakat setempat. Itulah mengapa 
                                                          
66  Mangatas Tampubolon, “Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan 
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai Tuntutan Otonomi Daerah”, Jurnal Pendidikan, 
(11 Des 2006), http://www.depdiknas.go,id/Jurnal/32/pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm 
diakses pada 13 Desember 2018. 



































faktor local leaders menjadi salah satu faktor keberhasilan 
pemberdayaan. 
d. Stimulating the community to realize that it has problems, 
didalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar 
atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya 
masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu 
pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya 
masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu 
dipenuhi. 
e. Helping people to discuss their problems, memperdayakan 
masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk 
mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya 
dalam suasana kebersamaan. 
f. Helping people to identify their most pressing problems, 
masyarakat perlu diperdayakan agar mampu mengidentifikasi 
permasalahan yang paling menekan, dan masalah yang paling 
menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya. 
g. Fostering self-confidence, tujuan utama pemberdayaan 
masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa 
percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk 
berswadaya. 
h. Deciding on a program action, masyarakat perlu diperdayakan 
untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program 



































action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu 
rendah, sedang dan tinggi. Program dengan skala tinggilah yang 
perlu didahulukan. 
i. Recognition of strengths and resource, memperdayakan 
masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa 
mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang 
dapat dimobilisasi untk memecahkan permasalahan dan 
memenuhi kebutuhan. 
j. Helping people to continue to work on solving their problems, 
pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang 
berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan 
agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu. 
k. Increasing people ability for self-help, salah satu tujuan 
pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian 
masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang 
sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu 
ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya. 
 
3. Teknik dan Pendekatan Pemberdayaan 
Teknik dalam pemberdayaan dinilai sangat penting agar 
pemberdayaan itu berhasil dan tidak mengalami kegagalan saat proses 
pemberdayaan berlangsung. 



































Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang digunakan 
Islam dalam pemberdayaan masyarakat: 67  pertama, pendekatan 
parsial-kontinu, yaitu pendekatan dengan cara memberi bantuan 
langsung seperti kebutuhan pokok, sarana dan prasarana. Hal ini 
diberikan terutama terhadap orang yang tidak sanggup bekerja sendiri. 
Seperti orang cacat abadi, lansia, orang lumpuh dan sebagainya. 
Kedua, pendekatan struktural, yaitu pemberian pertolongan 
secara kontinu terutama pengembangan potensi skill. Diharapkan agar 
masyarakat yang kurang berdaya dapat mengatasi kemiskinan atau 
kelemahannya sendiri. Bahkan dari orang yang dibantu diharapkan 
pada akhirnya menjadi orang yang turut membantu. 
Menurut Ismail Nawawi 68 , terdapat beberapa teknik dalam 
pemberdayaan: 
a. Participatory rural appraisal, teknik pengkajian pengembangan 
masyarakat desa dengan cara pelibatan masyarakat dalam proses-
proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan-kegiatan 
perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi 
program pembangunan masyarakat. 
b. Participatory assessment, teknik pemberdayaan yang menekankan 
pada penemuan masalah, menemukenali potensi, menganalisis 
masalah dan potensi serta memilih solusi pemecahan masalah. 
                                                          
67 Syahrin Harahap, Islam, Konsep Implementasi…………, 91. 
68 Ismail Nawawi, Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dan 
Aspek Ekonomi & Sosiologi, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 152-159 



































c. Loka Karya, teknik pemberdayaan masyarakat yang menekankan 
pada mengambil keputusan untuk sesuatu fokus permasalahan 
secara musyawarah dan ditemukannya suatu konsensus. 
d. Brainstorming, teknik pemberdayaan berupa motivasi untuk 
munculnya kreatifitas anggota dalam memecahkan masalah atau 
persoalan yang dihadapi. 
e. Community organization-community development, teknik 
mewujudkan dan membina suatu penyesuaian yang bertambah 
lama bertambah efektif diantara sumber-sumber kesejahteraan 
sosial dan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial di 
lingkungan daerah geografis atau bidang fungsional. Sedangkan 
community development, teknik mengupayakan memajukan 
kesatuan-kesatuan masyarakat untuk mendorong prakarsa dan 
kepemimpinan lokal sebagai sarana perubahan primer. 
Supaya teknik pemberdayaan dapat diterapkan, diperlukan pola 
pendekatan yang tepat. Menurut Suharto69, pendekatan pemberdayaan 
dilakukan dalam lima aktifitas yang kemudian disingkat 5P: 
a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang 
memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. 
                                                          
69  Edi Suharto, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, 
(Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS, 1997), 218-219. 



































b. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang 
dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi 
kebutuhan-kebutuhannya. 
c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-
kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat. 
Bisa dari terjadinya persaingan yang tidak sehat antara yang lemah 
dan yang kuat. Dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok 
kuat terhadap kelompok lemah 
d. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar 
masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas 
kehidupannya. 
e. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap 
terjadi keseimbangan, distribusi kekuasaan antara berbagai 
kelompok dalam masayarakat. 
Teknik dan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat yang 
tepat berdasarkan pendapat para ahli diatas harus di rencanakan secara 
matang, pemantaun dan pengembangan yang berkelanjutan. Teknik 
pemberdayaan haruslah memulai pendekatan dari bawah dengan pola 
pendekatan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berdaya 
serta melatih mereka untuk berrdaya berdasarkan inisiatif dari diri 
sendiri. 
 



































4. Strategi Pemberdayaan 
Strategi pemberdayaan dilakukan agar menciptakan kondisi 
masyarakat yang dapat meraih keberdayaan. Menurut Jim Ife 70 , 
strategi pemberdayaan yang dapat digunakan antara lain: 
a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan (policy and 
planning) 
b. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik (social and political 
action) 
c. Pemberdayaan melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan 
(education and consciousness raising) 
Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam tiga tahap 
strategi berikut:71 pertama, rekonstruksi tahap etika psikologis dari 
nilai pasif ke nilai aktif terhadap masyarakat akar rumput mengenai 
kemiskinan. Jadi masyarakat yang kurang terberdayakan diberi 
penjelasan, menarik minat, mecoba dan mempertimbangkan bahwa 
kemiskinan bukanlah suatu takdir bawaan dan pasrah akan keadaan 
sehingga tidak menghasilkan perubahan. 
Kedua, mengadakan upaya perubahan tingkah laku terhadap 
fakir miskin yang sudah sadar dan bersemangat tadi, dengan 
pendidikan keterampilan, meningkatkan kemampuan manajerial, 
                                                          
70  Jim Ife, Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and 
Practice, (Australia: Longmann, 1995), 63. 
71 Adib Susilo, “Model Pemberdayaan …………………………..”, 207. 



































pengetahuan melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan, 
pengembangan teknologi dan informasi. 
Ketiga, mengupayakan perubahan status melalui perwujudan 
komitmen kemitraan dan suntikan dana seperti modal usaha secara 
struktural, setelah strategi pertama dan kedua dilakukan. 
Jadi, pemberdayaan harus memihak kepada kelompok yang 
lemah, dan dilakukan perencanaan yang matang melalui aksi yang 
nyata yang ditunjang dengan peningkatan kesadaran untuk berdaya. 
 
B. Pembiayaan Modal 
1. Definisi Pembiayaan Modal 
Dasar kata pembiayaan lahir dari pengertian I believe, I trust 
yakni ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Kata 
pembiayaan berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang 
untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh bank (s}a>h}ib al-ma>l). 
Dana tersebut harus diguunakan dengan benar, adil dan harus disertai 
dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan 
bagi kedua belah pihak.72 
Mengutip dari Kasmir 73  menurut Undang-Undang Perbankan 
Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau 
                                                          
72 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasinya, 
(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 698. 
73 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 85. 



































tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
Dari kedua pegertian diatas dapat ditarik pengertian, bahwa 
kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk melakukan 
pembiayaan yang berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur 
dengan uang dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah 
pihak. Isi dalam perjanjian tersebut mencakup hak dan kewajiban 
kedua belah pihak termasuk jangka waktu dan bagi hasil yang 
diperoleh. 
Menurut Safi’i Antonio74 , pembiayaan dapat dibagi menurut 
sifat dan penggunaannya menjadi: 
a. Pembiayaan produktif, pembiayaan yang ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 
peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun 
investasi. Pembiayaan produktif di dibagi menjadi dua yaitu:75 
1) Pembiayaan modal kerja, pembiayaan yang dimaksud untuk 
mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 
2) Pembiayaan investasi, pembiayaan yang dimaksud untuk 
melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. 
                                                          
74 Muhammad Safi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 
2001), 160. 
75 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, ……….., 686. 



































b. Pembiayaan konsumtif, pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan. 
Menurut Karim76, pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan 
untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar 
perusahaan, seperti pembelian bahan baku mentah, bahan penolong 
atau pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, 
piutang dan lain-lain. 
Skema pembiayaan modal kerja dalam bentuk pemberdayaan 
banyak menggunakan akad mud{a<rabah, maka akan dijelaskan tentang 
akad mud{a<rabah sebagai berikut: 
a. Definisi Mud{a<rabah 
Mud{a<rabah adalah akad kerjasama usaha antara dua orang 
dimana pihak pertama selaku s}a>h}ib al-ma>l bertugas untuk 
menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua selaku 
mud{a>rib bertugas menjadi pengelola. Keuntungan dari modal 
usaha secara mud{a<rabah dibagi sesuai kesepakatan antara kedua 
belah pihak.77 
b. Rukun dan Syarat Mud{a<rabah 
                                                          
76 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2010), 234. 
77 Muhammad Safi’I Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institue, 
1999), 135. 



































Agar akad mud{a<rabah menjadi sah maka ada rukun dan syarat 
yang harus dipenuhi, diantara rukunnya adalah sebagai berikut:78 
1) Pelaku (s}a>h}ib al-ma>l dan mud{a>rib) 
2) Obyek mud{a<rabah (modal dan usaha) 
3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul) 
4) Nisbah (bagi hasil) 
c. Jenis-jenis Mud{a<rabah 
Akad mud{a<rabah terbagi menjadi dua, yakni:79 
1) Mud{a<rabah Mut{laqah 
Mud{a<rabah tanpa syarat (tidak terikat), pekerja bebas 
mengelola modal dengan usaha apa saja yang menrut 
perhitungannya akan mendatangkan keuntuungan dari arah 
mana saja yang diinginkan. Seperti pekerjaan apa, barang apa 
saja, dengan siapa pekerjaan itu dilakukaan. 
2) Mud{a<rabah Muqayyadah 
Mud{a<rabah dengan syarat (mengikat), penyerahan modal 
kepada pekerja disertai syarat-syarat yang dikemukakan oleh 
pemilik modal. Seperti pekerjaan tertentu, barang-barang 
tertentu, dan sebagainya 
d. Pelaksanaan dan Skema Mud{a<rabah 
                                                          
78Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisa………………………, 205. 
79 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2003), 172. 



































Dalam pelaksanaannya skema mud{a<rabah terbagi menjadi 
dua jenis, yaitu:80 
1) Direct Financing (investasi langsung) 
Skema yang berlaku antara dua pihak secara langsung. 
Mud{a<rabah klasik biasanya hubungan antara s}a>h}ib al-ma>l dan 
mud{a>rib merupakan hubungan personal dan langsung serta 
dilandasi rasa saling percaya. 
Gambar 2.1struk 




       Modal 100%     Skill 
 
 
2) Indirect Financing (investasi tidak langsung) 
Skema yang melibatkan tiga pihak, tambahan satu pihak 
ini oleh lembaga keuangan syariah sebagai perantara yang 




                                                          
80 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisa………………………, 210-211. 





















































2. Unsur-Unsur Modal Kerja 
Unsur –unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen 
berikut:81 
a. Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing) 
Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul 
akibat terjadinya ketidaksesuaian antara cash in flow dan cash out 
flow pada perusahaan nasabah. 
b. Pembiayaan Piutang (Receivable Financing) 
                                                          

















































Kebutuhan pembiyaan ini timbul pada perusahaan yang menjual 
barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka waktunya 
melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. 
c. Pembiayaan Persediaan (Inventory Financing) 
Pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk 
mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan 
pinjaman uang dengan imbalan berupa bunga. 
d. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan 
1) Perdagangan Umum 
Perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja 
yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan 
ditempat penjual, baik pedagang eceran (retailer) maupun 
pedagang besar (whole seller). Perputaran modal usaha 
perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus 
menjaga persediaan barang. 
2) Perdagangan Berdasarkan Pesanan 
Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan 
ditempat penjual yaitu seperti perdagangan antarkota, 
antarpulau bahkan antarnegara. Pembeli terlebih dahulu 
memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual 
berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang 
ditawarkan. 
 



































C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
1. Definisi UMKM 
Berdasarkan literature yang ada hingga saat ini terdapat 
beberapa pengertian yang didasarkan pada besar modal dan usaha serta 
jumlah tenaga kerja yang digunakan.82 Di Indonesia definisi UMKM 
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 200883 
pasal 1 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau yang selanjutnya 
disingkat UMKM didefinisikan sebagai berikut: 
a. Usaha Mikro adalah usaha produkti milik perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produkti yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
ini. 
c. Usaha Menengah adalah usaha  ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak persahaan atau cabang perusahaan 
                                                          
82 Tulus T.H Tambunan, UMKM di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 45. 
83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2008) 



































yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan 
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Selanjutnya kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 










1. Usaha Mikro Maks. 50 juta Maks 300 juta 
2. Usaha Kecil >50 juta - 500 juta >300 juta - 2,5 Milyar 
3. Usaha Menengah >500 juta - 10 Milyar >2,5 Milyar- 50 Milyar 
 
Dari sudut pandang perkembangannya UMKM dikelompokkan 
ke dalam beberapa kriteria sebagai berikut:84 
a. Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang 
digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang 
lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Seperti pedagang kaki 
lima. 
                                                          
84 Sudaryanto et.al, “Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN”, Pusat 
Kebijakan Ekonomi Makro BKF, (8 Desember 2014), 7. 



































b. Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki 
sifat pengerajin tetapi belum memiliki sifat kewiraushaan. 
c. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang 
telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan 
subkontrak dan ekspor. 
d. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang 
telah memiliki jiwa kewiraushaan dan akan melakukan transformasi 
menjadi Usaha Besar (UB). 
 
2. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
Usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuh kembangkan 
usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 
berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM memiliki 
peran dalam membangun perekonomian nasional melalui kontribusi 
terhadap PDB (product domestic bruto), menciptakan lapangan 
pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. 
Kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan 
pembangunan perekonomian nasional disebabkan oleh berbagai faktor, 
diantaranya:85 
a. Sektor ekonomi dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha 
dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
                                                          
85 Glen Glenardi, Peran Perbankan dalam Pengembangan Keuangan Mikro, (Temu Nasional Bazar 
Pengembangan Mikro, 2002), 290. 



































b. Karena sifat penyebaran yang sangat luas (baik sektor usaha dan 
wilayahnya) sektor mikro sangat berperan dalam pemerataan 
kesempatan kerja. 
c. UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada 
umumnya fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, 
kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih 
mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang 
terjadi. 
d. UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya 
produksinya, komponen terbesar adalah biaya variabel yang mudah 
menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi. 
e. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk 
yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat. 
f. UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat 
bawah sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari 
keterbelakngan akan lebih efektif. 
 
3. Karakteristik UMKM 
Pandji Anoraga menerangkan secara umum, sektor usaha 
memiliki karakteristik sebagai berikut:86 
                                                          
86 Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, (Yogyakarta: Dwi Chandra Wacana, 
2010), 32. 



































a. Sistem pembukuan yang relative administrasi pembukuan 
sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi 
pembukuan standar. Seringkali pembukuan tidak di update 
sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya. 
b. Margin usaha yang cenderung tipis melihat persaingan yang sangat 
tinggi. 
c. Modal terbatas 
d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat 
terbatas. 
e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan 
untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka 
panjang. 
f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar 
sangat terbatas 
Karakteristik yang dimiliki usaha mikro menyiratkan adanya 
kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya 
masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama 








































4. Permasalahan UMKM 
Beberapa masalah umum yang dihadapi UMKM yaitu 
keterbatasan modal, kesulitan bahan baku dengan harga terjangkau dan 
kualitas yang baik, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia 
dengan kualitas baik, informasi pasar dan kesulitan pemasaran. Tingkat 
intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak 
hanya menurut jenis produk, atau pasar yang dilayani, tetapi juga 
berberbeda antar lokasi dan wilayah, antar jenis kegiatan, dan antar unit 
usahha dalam kegiatan yang sama.87 
Menurut Hubeis 88  permasalahan yang biasanya terjadi pada 
UMKM yakni: 
a. Kesulitan Pemasaran 
b. Keterbatasan Finansial 
c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 
d. Masalah Bahan Baku 
e. Keterbatasan Teknologi 




                                                          
87 Tulus T.H Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting, (Jakarta: 
Salemba Empat, 2002), 73. 
88 Musa Hubeis, Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
2009). 4-6. 


































PENERAPAN ISLAMIC EMPOWERMENT MELALUI PROGRAM 
PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI 
BMT NURUL JANNAH GRESIK 
 
A. Profil Singkat BMT Nurul Jannah Gresik 
1. Sejarah Berdirinya 
Baitu>l Ma>l wa Tamwi>l Nurul Jannah yang disebut juga BMT 
Nurul Jannah yang terletak di pusat industri kota Gresik yang bertepat 
di jalan Ahmad Yani No. 7 Gresik, dulu awalnya merupakan bagian dari 
seksi mental spiritual Islam (SMSI) atau sekarang disebut Seksi Bina 
Rohani Islam (SBRI) PT. Petrokimia Gresik yang salah satu bidang 
kerjanya adalah pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan 
shodaqoh.89 
Pada 1 Januari 1997 BMT Nurul Jannah telah diresmikan oleh 
bapak Ir. Rauf Purnama (Mantan Direktur Utama PT. Petrokimia 
Gresik) di Masjid Nurul Jannah Gresik yang dikelola oleh 5 (lima) 
orang, dengan 2 (dua) tugas pokok, pertama pengolahan dana Zakat, 
Infaq dan Shadaqah, kedua pemberdayaan dan pengembangan ekonomi 
umat dengan konsep syariah.  
                                                          
89 Dokumen Profil BMT Nurul Jannah. 



































Tugas pokok tersebut diaplikasikan dalam bentuk 2 unit kerja 
yaitu divisi ma>l yang berorientasi sosial dan divisi tamwi>l yang 
berorientasi bisnis. Divisi ma>l menangani pengolaan sumber dana dari 
zakat, infaq dan shodaqoh kemudian disalurkan kepada yang berhak 
menerima. Pengolaan dana tersebut dipergunakan untuk program kerja 
yaitu bina sosial, bina pendidikan, bina masjid/ponpes, bina dakwah 
dan asnaf lainnya. Perjalanan operasional saat itu belum mempunyai 
dasar hukum yang sah, baru pada tanggal 27 oktober 1997 mendapat 
sertifikasi operasional dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil 
(PINBUK) No. 48/PNB-JTM/X/97. Hal tersebut berdasarkan 
kerjasama antara bank Indonesia dengan Yayasan Inkubasi Bisnis 
Usaha Kecil (YINBUK) No. 003/MOU/PHBK-PINBUK/VIII/95.90 
Sebagai lembaga usaha, BMT Nurul Jannah merasa kurang 
mantap, bila dasar hukum operasionalnya hanya didasarkan pada 
sertifikat dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) saja, hal 
itu disebabkan PINBUK bukan lembaga formal yang menurut Undang-
Undang dapat memberikan legalitas hukum sebuah usaha, maka 
diajukanlah permohonan kepada Departemen Koperasi Pengusaha 
Kecil dan Menengah (PK&M) Kabupaten Gresik pada tahun 1998 
untuk mendapatkan legalitas hukum dengan bentuk koperasi. Hal 
tersebut dilakukan dengan pertimbangan mudah pengurusannya, 
                                                          
90 Ibid. 



































permodalan yang dibutuhkan kecil dan mudah persyaratan kualifikasi 
pengelolanya. 
Akhirnya pada tanggal 17 juli 1998 BMT Nurul Jannah 
mendapatkan akta pendirian dari Departemen Koperasi Pengusaha 
Kecil dan Menengah (PK&M) Kabupaten Gresik No. 
489/BH/KWK.13/VII/98 dengan nama Koperasi Baitu>l Ma>l wa Tamwi>l 
(BMT) Nurul Jannah. 
Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pengolaan 
Zakat No. 38 tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya dengan 
keputusan menteri agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999, 
maka Koperasi BMT Nurul Jannah telah mendapatkan surat keputusan 
dari Bupati Gresik No. 450/3436/HK/403.14/2002 tentang pengukuhan 
Koperasi BMT Nurul Jannah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan dijadikan dasar hukum oleh 
divisi ma>l untuk pengolahan zakat, infaq dan shodaqoh sesuai dengan 
tugas pokok dan tanggung jawab menurut agama dan Undang-Undang 
yang berlaku, dengan dikelola secara baik dan perofesional. Pengolahan 
dana zakat, infaq dan shodaqoh tesebut diharapkan akan dapat 
membantu menciptakan dan memberdayakan umat untuk dapat 
menjadi muslim yang kreatif dan produktif. 
 
2. Visi dan Misi BMT Nurul Jannah Gresik 
a. Visi 



































1) Divisi Ma>l 
Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional. 
2) Divisi Tamwi>l 
Mengembangkan konsep ekonomi syariah untuk dikelola secara 
baik dan professional 
b. Misi 
1) Divisi Ma>l 
a) Mendorong dan menumbuhkan kesadaran terhadap 
masyarakat muslim untuk membayar zakat, infaq dan 
shodaqoh serta mendistribusikan kepada yang berhak 
menerima dengan sasaran yang tepat. 
b) Memberdayakan ekonomi umat lewat pendistribusian zakat, 
infaq dan shodaqoh kepada masyarakat sehingga dapat 
meningkatkan ekonomi umat.  
2) Divisi Tamwi>l 
a) Menciptakan sumber pendanaan untuk dapat meningkatkan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama disekitar 
lingkungan pabrik PT. Petrokimia Gresik.  
b) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang sesuai 
dengan prinsip syariah serta menumbuh kembangkan 
pengusaha-pengusaha muslim yang handal, kuat dan 
tangguh ekonominya. 



































3. Kinerja BMT Nurul Jannah Gresik 
Pada tahun 2003 BMT Nurul Jannah mendapatkan sertifikat hasil 
penilaian kesehatan dari Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan 
Menengah Kabupaten Gresik dengan predikat sehat. Selanjutnya pada 
tahun 2006, pemerintah Kabupaten Gresik memberikan sertifikat hasil 
penilaian klasifikasi koperasi sebagai koperasi berkwalitas kelas B 
(Baik). (lihat lampiran) status ini cukup menjadi modal BMT Nurul 
Jannah untuk mendapat kepercayaan masyarakat mengembangkan visi 
dan misinya memberdayakan masyarakat. 
Selanjutnya yang paling terbaru pada tahun 2018 BMT Nurul 
Jannah mendapatkan sertifikat dari BAZNAS sebagai Unit 
Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Berdasarkan Surat 
Keptusan Ketua BAZNAS : No 042 Tahun 2018. (lihat lampiran) 
  



































4. Struktur Organisasi, Personalia dan Diskripsi Tugas 























: Garis Instruksi 
: Garis Koordinasi   sumber: BMT, Data di olah secara manual 
DEWAN SYARIAH 
1. Ir. Yusuf Wibisono 
2. A. Mauluddin 
3. Sutrisno 
DEWAN PENGAWAS 
1. Sidi Pranyoto (Ketua) 
2. Ir. Imam Santoso 
3. M. Samsul Huda 
PENGURUS 
1. Drs. Hery Widiyatmoko (Ketua) 
2. Nuril Huda (Sekretaris) 
3. Robby Setiabudi M (Bendahara) 
PGS MANAJER 
 
Robby Setiabudi M 
MAAL TAMWIL ADM KEUANGAN, 
SDM & UMUM 
Arif Rachman (Kadiv) Hudayatul M (Kadiv) Putri Sri Rahayu 
(Kadiv) 
Staff Marketing 
1. Fashiuddin Arafat 















































1) Anggota, seperti hal-nya pada koperasi pada umumnya rapat 
anggota merupakan lembaga tertinggi dalam Koperasi BMT 
Nurul Jannah. Rapat anggota dapat memutuskan segala sesuatu 
yang berkaitan dengan BMT termasuk menetapkan laporan 
keuangan, susunan pengurus, pengawas, dan lain-lainnya. 
2) Pengurus, diangkat dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme 
rapat anggota. Pengurus mengemban amanah dari anggota dan 
menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh rapat 
anggota. Pengurus dapat mengangkat pengelola untuk 
menjalankan operasional Koperasi BMT Nurul Jannah. 
Dilakukan koordinasi kinerja antara pengerus, pengawas dan 
dewan syariah tiap bulannya. 
3) Dewan Syariah dan Pengawas, memiliki kedudukan yang sejajar 
dengan pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh anggota 
dalam rapat anggota. 
4) Pengelola, diangkat oleh pengurus dengan tugas utamanya yaitu 
menjalankan usaha Koperasi BMT Nurul Jannah sesuai dengan 
mekanisme kerja yang ditetapkan oleh pengurus dalam 
menjalankan tugasnya. 
b. Deskripsi Tugas 
1) Manajer 



































a) Melaksanakan pemeriksaan pengajuan pembiayaan dan 
persetujuan dalam pencairan pembiayaan.  
b) Memastikan SOP (standart operasional prosedur) dilakukan 
dengan baik dan sebagaimana mestinya. 
c) Bertanggung jawab kepada pengurus terhadap pencapaian 
kinerja BMT Nurul Jannah. 
2) Account Office atau Marketing 
a) Melakukan analisa 5C (Character, Capacity, Capital, 
Condition, Collateral)  
b) Memelihara hubungan baik dengan nasabah.  
c) Melaksanakan survey dan menganalisa permohonan 
pembiayaan.  
d) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan 
dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai 
nominal agunan.  
e) Bertanggung jawab terhadap kelancaran setoran tagihan 
angsuran pembiayaan (melakukan penagihan). 
f) Bertanggung jawab terhadap pengembalian aset BMT. 
3) Administrasi Pembiayaan 
a) Memeriksa kelengkapan berkas pembiayaan 
b) Melakukan akad pembiayaan 
c) Mengorganisir jaminan 
d) Menyimpan dan memberikan arsip-arsip yang diperlukan.  



































e) Mengecek dokumen sebelum dimasukkan ke data.  
f) Menyiapkan dokumen penagihan untuk nasabah potong gaji 
4) Teller 
a) Mencairkan pembiayaan.  
b) Bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan 
pencatatannya.  
c) Melayani penyetoran dan penarikan produk tabungan.  
d) Melayani setoran angsuran pembiayaan.  
e) Mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran BMT.  
f) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada 
pimpinannya. 
g) Melakukan transaksi keuangan 
 
5. Kelembagaan dan Aset 
Tabel 3.1 
Profil BMT Nurul Jannah 
Nama Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Nurul Jannah 
Alamat 
        Provinsi Jawa Timur 
       Kab/Kota Gresik 
       Alamat Jl. Jend. A. Yani 07 Perumahan  PT Petrokimia 
Gresik. 61119. 
Telepon (031) 3982200, 3982100 ext 1412 
(031)- 3973959  fax (031) 3973959   
        E-Mail bmtnj.Petrogresik@gmail.com 
Jenis Usaha   Simpan Pinjam Syariah dan Kegiatan Maal 



































Tahun berdiri Koperasi 1997 
No. dan Tanggal Badan 
Hukum   
489/BH/KWK.13/VII/98 tgl. 17Juli98 
NPWP  01.860.859.6-612 
Pengurus Periode 2015-
2018 
1) Ketua  : Hery Widyatmoko  
2) Sekretaris I  : Muhammad Sayuti 
3) Sekretaris II : Nuril Huda 
4) Bendahara  : Robby Setiabudi Madjid 
Pengawas Periode 2015-
2018 
1) Ketua  : Sidi Pranyoto 
2) Anggota  : Imam Santoso 
3) Anggota : M. Syamsul Huda 
Dewan Syariah Periode 
2015-2018 
 
1) Ketua : Yusuf Wibisono 
2) Anggota : Achmad Mauluddin 
3) Anggota : Sutrisno 
Sumber: Peneliti, diolah dari dokumentasi dan hasil wawancara pada 
pengelola BMT Nurul Jannah, 2019. 
 
Tabel 3.2 
Aset BMT Nurul Jannah 
Tahun Total Aset (M) 
2016 Rp. 48.696.000 
2017 Rp.59.198.000 
2018 Rp.66.024.000 
Sumber: Peneliti, diolah dari hasil wawancara pada pengelola BMT Nurul 
Jannah, 2019. 
 
6. SDM yang Dimiliki dan Latar Belakang Pendidikan 
Tabel 3.3 
SDM yang Dimiliki dan Latar Belakang Pendidikan 
No. Uraian Jumlah Pendidikan 
1. Plt Manajer 1 S2 



































2. Marketing 4 1 S2/ 2 S1/ 1 SMA 
3. Administrasi Pembiayaan 1 S1 
4. Teller 1 SMA 
5. Kebersihan 1 SMP 
6. Maal 1 S1 
7. Adm Keuangan 2 S1 
 Jumlah 11 7(S1),2(S2), 1(SMA), 
1 (SMP) 
Sumber: Peneliti, diolah dari hasil wawancara pada pengelola BMT Nurul Jannah, 
2019. 
 
7. Produk dan Aplikasi Akad 
a. Produk 
1) Produk Pembiayaan 
a) Pembiayaan Mud{a<rabah adalah pembiayaan dengan sistem 
bagi hasil (profit sharing) antara Koperasi BMT Nurul Jannah 
dengan nasabah pengguna dana. 
2) Produk Tabungan 
a) Tabungan Mud{a<rabah adalah tabungan dengan sistem bagi 
hasil yang setiap saat dapat dilakukan penambahan dan 
penarikan 
b) Tabungan Pendidikan adalah tabungan dengan sistem bagi 
hasil yang penarikannya hanya pada saat kebutuhan sekolah.  
c) Tabungan Qurban adalah tabungan dengan sistem bagi hasil 
yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat idhul 
adha. 



































d) Tabungan Haji adalah tabungan dengan sistem bagi hasil yang 
penarikannya pada saat akan melaksanakan ibadah haji. 




b. Aplikasi Akad 
1) Akad Pembiayaan 
Gambar 3.2 




Sumber: Peneliti, diolah dari hasil wawancara pada pengelola BMT Nurul 
Jannah, 2019. 
 
         Keterangan: 
a) Nasabah yang kekurangan modal mengajukan pembiayaan di 
koperasi BMT Nurul Jannah  
b) Nasabah yang kelebihan modal menyimpan dana di Koperasi 
BMT Nurul Jannah untuk di kelola 
c) BMT Nurul Jannah selaku penghimpun dana dan mengelola 
dana dari nasabah tabungan untuk di salurkan ke nasabah 

















































d) Bagi hasil dari pinjaman kemudian di bagi antara BMT 
dengan nasabah tabungan dengan presentase 35% dan 65% 
 
2) ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) 
Gambar 3.3\ 
Skema Penyaluran ZIS 
 
 
Sumber: Peneliti, diolah dari hasil wawancara pada pengelola BMT 
Nurul Jannah, 2019. 
 
      Keterangan: 
a) Para Muzakki, Munfiqin dan Mushodiqin mengumpulkan 
hartanya melalui BMT Nurul Jannah 
b) BMT Nurul Jannah selaku penghimpun menyalurkan kepada 
yang membutuhkan 
8. Prosedur Pembiayaan Di BMT Nurul Jannah 
Dalam prosedur pengajuan pembiayaan Mud{a<rabah di Koperasi 
BMT Nurul Jannah, sebagai berikut:  
a. Nasabah datang ke kantor Koperasi BMT Nurul Jannah menemui 
marketing untuk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan-
persyaratan administrasi, yakni: fotocopy KTP, KSK, surat nikah 












































b. Marketing menganalisa pembiayaan yang diajukan dengan 
melakukan analisa 5C (character, capacity (capability), collateral, 
condition of economic, dan capital).  
c. Hasil analisa 5C diserahkan kepada manajer untuk dilakukan 
persetujuan apabila manajer menyetujui, berkas pembiayaan di 
serahkan kepada bagian administrasi pembiayaan. 
d. Bagian admin pembiayaan melakukan akad pembiayaan dengan 
nasabah di BMT Nurul Jannah. 
e. Kemudian nasabah menyetor angsuran pembiayaan sampai lunas. 
Dalam prosedur pengajuan pembiayaan Qard} al-H}asan di Koperasi 
BMT Nurul Jannah, sebagai berikut:91 
a. Nasabah datang ke kantor Koperasi BMT Nurul Jannah 
menemui staff ma>l untuk mengajukan pembiayaan, staff akan 
bertanya untuk apa keperluannya, apakah untuk usaha, 
pembelian barang atau jasa yang nanti akan di akadkan sesuai 
keperluan. 
b. Calon nasabah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan-
persyaratan administrasi, yakni: fotocopy KTP, KSK dan surat 
nikah 
c. Survei dilakukan paling lambat tiga hari sejak nasabah datang 
untuk mengajukan pembiayaan. Pihak kantor akan 
                                                          
91 M. Zainul Farid, Staff Divisi Maal, Wawancara, Gresik, 6 Februari 2019 



































menghubungi nasabah untuk layak atau tidaknya pengajuan 
tersebut. 
d. Pembiayaan yang disetujui untuk dicairkan akan melakukan 
akad pembiayaan Qard} al-H}asan sesuai dengan form pengajuan 
pembiayaan dan yang selanjutnya ditangani oleh kasir. 
e. Kemudian nasabah menyetor angsuran pembiayaan sampai 
lunas sesuai kesepakatan bagi hasil bersama. Jika tidak bisa 
mengangsur akan diikhlaskan oleh pihak BMT Nurul Jannah. 
 
B. Penerapan Islamic Empowerment melalui Modal Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah di BMT Nurul Jannah Gresik 
Islamic Empowerment sejatinya adalah pemberdayaan Islami yang 
memiliki tujuan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat dan membuat 
UMKM tidak menjadi semakin bergantung pada berbagai program yang 
di tawarkan oleh lembaga. BMT hanyalah sebagai fasilitas untuk 
tercapainya fase keberdayaan. Tujuan dari BMT Nurul Jannah Gresik 
dalam pemberdayaan para nasabah UMKM adalah sebagai berikut:92 
a. Memberdayakan ekonomi umat sesuai dengan prinsip syariah. 
b. Membebaskan masyarakat dari belenggu rentenir (money lender). 
c. Memudahkan akses permodalan untuk kegiatan usaha masyarakat 
bawah dan menengah. 
                                                          
92 Putri Sri Rahayu, Manajer Operasional, Wawancara, Gresik, 6 Februari 2019. 



































d. Memberikan kontribusi aktif terhadap upaya pemberdayaan dan 
peningkatan kesejahteraan umat. 
e. Menjadi lembaga keuangan alternative untuk masyarakat yang 
dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. 
Islamic Empowerment di BMT Nurul Jannah merupakan bentuk 
pemberdayaan yang melalui pembiayaan mud{a<rabah bagi UMKM 
selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Model Islamic Empowerment melalui Skema Mud{a<rabah 
Akad mud{a<rabah yang di terapkan di BMT Nurul Jannah adalah 
akad mud{a<rabah mut{laqah yaitu akad kerjasama antara dua pihak (s}a>h}ib 
al-ma>l dan mud{a>rib) dimana s}a>h}ib al-ma>l memberikan kebebasan kepada 
mud{a>rib untuk melakukan usaha sesuai kemampuannya atau sesuka 
hatinya selama masih dalam lingkup yang halal. Pembiayaan mud{a<rabah 
yang berada di BMT Nurul Jannah diperuntukan atau disalurkan kepada 
pengusaha atau calon pengusaha yang berada di daerah Gresik sebagai 
modal ataupun tambahan modal untuk usahanya masing-masing. 
Pembiayaan mud{a<rabah di BMT Nurul Jannah disalurkan kepada 
para pengusaha mikro, kecil, menengah, para pedagang maupun 
peternak.93 Pembiayaan mud{a<rabah yang disalurkan oleh BMT Nurul 
Jannah jumlahnya hingga 50 juta, tergantung dari jaminan yang diajukan 
oleh mud{a>rib, jika jaminan yang diajukan besar modal yang akan 
diberikan juga besar, dan jika jaminan kecil maka modal yang diberikan 
                                                          
93 Hudayatul Muthamimah, Manajer Pembiayaan, Wawancara, Gresik, 1 Februari 2019. 



































juga kecil. Jaminan yang diajukan mud{a>rib biasanya berupa BPKB 
sepeda motor/mobil, sertifikat tanah ataupun rumah. 
Pembiayaan mud{a<rabah di BMT Nurul Jannah berdasarkan lama 
waktu pembiayaan yang diberikan mulai dari 10 bulan hingga 24 bulan. 
Misal nasabah diberikan modal sebesar 5 jt oleh BMT Nurul Jannah, 
jangka waktu 10 bulan, maka: 
5.000.000
10
 𝑥 1,5% = 75.000 
 Keterangan: 
 Plafond : 5.000.000 
    Nisbah  : 1,5% 
 Tenor : 10 bulan 
 Baghas : 75.000 
 Jadi nasabah harus membayar 575.000 tiap bulan 
Masyarakat di sekitar Gresik sangat berminat pada pembiayaan 
mud{a<rabah terbukti dengan adanya peningkatan nasabah dari tahuun ke 
tahun. Untuk mendapat pembiayaan mud{a<rabah di BMT Nurul Jannah 
ini calon nasabah harus melalui beberapa tahap, anatara lain; tahap 
permohonan pembiayaan, analisa pembiayaan, persetujuan dan 
penandatanganan akad mud{a<rabah dan yang terakhir tahap pencairan. 
Modal yang diberikan 100% oleh BMT selaku s}a>h}ib al-ma>l. Berikut 
adalah jumlah nasabah pembiayaan mud{a<rabah di BMT Nurul Jannah 
dari tahun ke tahun: 



































            Tabel 3.4 
    Jumlah Pembiayaan dan Nasabah Pembiyaan Mud{a<rabah 
Tahun Jumlah Nasabah Pembiyaan  Jumlah Pembiyaan 
2015 3.998 Rp. 37.521.000.000 
2016 4.171 Rp. 33.130.000.000 
2017 2.920 Rp. 35.200.000.000 
2018 2.135 Rp. 26.800.000.000 
Sumber: Data Keuangan BMT Nurul Jannah yang diolah peneliti, 
2019. 
Hampir sebagian nasabah pembiayaan adalah para pedagang karena 
mereka ingin meningkatkan usaha mereka agar bertambah maju dan 
berkembang. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan 
oleh BMT Nurul Jannah membuat usaha mereka jauh lebih baik dari 
yang sebelumnya.94 
Selanjutnya BMT Nurul Jannah memberikan fasilitas pemasaran 
bagi produk-produk nasabah dengan cara menawarkan ke nasabah lain, 
misalnya ada nasabah ingin melakukan hajatan, BMT mempromosikan 
nasabah pembiayaannya yang bergerak dibidang catering. 95  Dengan 
demikian, upaya BMT Nurul Jannah sebagai penguatan potensi 
masyarakat telah dilakukan mulai dari penyediaan sarana pendanaan 
yang relative mudah diakses, kemudian melakukan pembinaan dengan 
fasilitas pemasaran produk nasabah. Hal ini sesuai yang dikemukakan 
oleh Ismail Nawawi tentang teknik participatory rural appraisal bahwa 
                                                          
94 Putri Sri Rahayu, Manajer Operasional, Wawancara, Gresik, 31 Januari 2019. 
95 Ibid,. 



































pemberdayaaan harus memberi kekuatan dan fasilitas bagi 
masyarakat. 96  Upaya ini secara langsung dan tidak langsung telah 
menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
Salah satu indikasi meningkatnya potensi ekonomi masyarakat di 
sekitar BMT Nurul Jannah adalah semakin banyaknya usaha sektor riil, 
baik usaha produksi, perdagangan ataupun jasa yang dilakukan oleh 
nasabah BMT Nurul Jannah. Adi Sudibyo mengatakan, 
Banyak lho mas nasabah kita di daerah joglo97 itu, tukang soto, 
tukang bakso, sate semua itu nasabah kita, yang di belakang 
rumah sakit Petro juga mas, Dulu ada nasabah kita ini belum 
punya apa-apa cuma jualan minyak tanah terus mengajukan 
pembiayaan disini sampai berkembang menjadi isi ulang gallon, 
LPG, bahan bangunan, dan fotocopy, semua dilakuin itu modal 
dari BMT.98 
 
Menurut Rukimi, ekonomi masyarakat sekitar sekarang lebih 
meningkat karena banyak yang menabung dan membayar zakat melalui 
BMT Nurul Jannah, sebagian besar yang menabung merupakan mereka 
yang dulu menjadi nasabah pembiayaan.99 Indikasi bahwa telah terjadi 
peningkatan dapat terlihat dari meningkatnya tabungan dan kuantitas 
zakat ekonomi masyarakat BMT Nurul Jannah dibawah ini. 
  
                                                          
96 Ismail Nawawi, Pembangunan dan Problema………….., 152. 
97 Area tempat pedangang makanan seperti foodcourt di kawasan Petrokimia Gresik. 
98 Adi Sudibyo, Staff Pembiayaan, Wawancara, Gresik, 31 Januari 2019. 
99 Rukimi, Karyawan, Wawancara, Gresik, 31 Januari 2019. 




































Jumlah Tabungan dan Dana Zakat (Rp) 
Tahun 2016 2017 2018 
Tabungan 34.200.000.000 43.800.000.000 49. 000.000.000 
Zakat 820.805.926 696.695.025 851.782.379 
Sumber: Data Keuangan BMT Nurul Jannah yang diolah  peneliti, 2019. 
 
Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan BMT Nurul Jannah 
dalam menjalankan proses pemberdayaan yang telah mereka 
realisasikan kepada nasabah pembiayaan, maka penulis mengumpulkan 
data-data dan melakukan survei dengan mewawancarai nasabah yang 
melakukan pembiayaan mud{a<rabah demi keberlangsungan usaha mereka. 
Apakah proses pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Nurul Jannah 
dapat meningkatkan usaha mereka ataukah belum mampu 
meningkatkan usaha mereka. Berikut adalah data nasabah sebelum dan 
sesudah mengajukan pembiayaan di BMT Nurul Jannah Gresik: 
                                           Tabel 3.6 
Data Nasabah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan di 
BMT Nurul Jannah 
No. Nama Nasabah Jenis Usaha Omzet Keterangan 















baru Sesudah > 
60.000.000 















































penjualan Sesudah > 
50.000.000 

































Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah UMKM BMT Nurul Jannah Gresik 
Kondisi yang diciptakan dalam upaya pemeberdayaan ekonomi 
masyarakat adalah terjalinnya kerjasama antara nasabah dengan pihak 
BMT Nurul Jannah dalam bentuk pembiayaan atau kerjasama antar 
nasabah. Seorang nasabah BMT Nurul Jannah, Susana memberikan 
keterangan yang mengatakan bahwa 
Saya Alhamdulillah merasakan ada manfaat dari keberadaan 
BMT Nurul Jannah. Dulu saya ingin mulai bisnis sampingan 
supaya ada tambahan pemasukan. Sekarang usaha saya semakin 
berkembang, dulu saya awal hanya jualan minyak tanah dan 
sekarang nambah depo air isi ulang, LPG, bahan bangunan, dan 
fotocopy.100 
 
                                                          
100 Susana Pancalita, Nasabah, Wawancara, Gresik. 1 Februari. 2019. 



































Kondisi pemberdayaan yang diusahakan oleh BMT Nurul Jannah 
mengarah pada masyarakat miskin, terutama terlindungnya kepentingan 
ekonomi masyarakat. Hal ini senada dengan ungkapan salah dari seorang 
nasabah BMT Nurul Jannah, Siti Nurrohmah yang mengatakan, 
Pembiayaan di BMT menurut saya sudah tepat sasaran, karena 
saya merasakan hasilnya mas, dulu saya jualan masih pakai 
rombong, sekarang sudah dapat stand sendiri. Setelah 2 tahun 
rombong saya berhentikan karena disini sudah maju, dan 
Alhamdulillah sekarang buka cabang di jalan Proklamasi. Saya 
tidak merasa ada beban karena labanya lebih untuk bayar 




 Penuturan yang serupa juga disampaikan oleh ibu Wiwik 
Nurhayati yang merasa terbantu dengan adanya promosi warung nasi 
yang dikelolanya, beliau mengatakan, 
Alhamdulillah mas saya ikut pembiayaan di BMT buat jualan 
nasi, BMT kalau ada acara-acara selalu pesan nasi disaya, bu 
rukimi juga kadang nawar-nawarin ke teman-temannya. Hampir 
semua karyawan petro kalo beli sarapan di saya mas, setiap hari 
selalu habis. 
 
Pembiayaan di BMT Nurul Jannah dinilai oleh sebagian orang 
sudah tepat sasaran, seperti yang dikatakan oleh Susana dan Nurrohmah. 
Hal ini didasari pada keberpihakan terhadap rakyat miskin seperti yang 
diungkapkan oleh kedua nasabah diatas bahwa pembiayaan di BMT 
lebih ditujukan kepada masyarakat yang membutukan. Dan diperkuat 
dengan dana pembiayaan yang mengalami peningkatan. 
                                                          
101 Siti Nurrohmah, Nasabah, Wawancara, Gresik, 4 Februari 2019. 



































Keberadaan BMT Nurul Jannah kini sudah diakui oleh masyarakat. 
Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah BMT Nurul 
Jannah lakukan yaitu terciptanya kondisi yang mampu melindungi 
kepentingan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat lemah, agar 
tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang dan penindasan atas kaum 
yang lemah. 
 
2. Model Islamic Empowerment melalui Dana Sosial 
Fungsi sosial merupakan fungsi yang tidak bisa dipisahkan dari 
BMT dan menjadi salah satu tujuan dari BMT Nurul Jannah. Fungsi 
sosial merupakan jalan kepercayaan bagi para penabung dan investor. 
Sampai saat ini BMT Nurul Jannah terus menyalurkan dana-dana sosial 
untuk kegiatan sosial dan keperluan bisnis. Dana sosial BMT Nurul 
Jannah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, pada akhir tahun 2018 
mencapai 1 miliyar lebih. 
Tabel 3.7 
Penerimaan dan Penyaluran ZIS dalam Waktu 5 Tahun (Rp) 
Tahun Penerimaan Penyaluran 
2014 918.667.648 892.144.000 
2015 1.094.349.863 861.435.000 
2016 1.311.403.883 1.091.056.400 
2017 1.183.377.215 1.295.163.900 
2018 1.388.961.259 926.477.200 
Sumber: Data Keuangan BMT Nurul Jannah yang diolah peneliti, 2019. 




































Pada lima tahun terakhir BMT Nurul Jannah aktif melakukan 
kegiatan sosial sebagai bentuk pendekatan dan tujuan sebagai lembaga 
keuangan yang dekat dengan masyarakat. Pada tahun 2014 hingga 2018 
dana sosial yang di salurkan terus mengalami kenaikan. Hal ini 
menjadikan eksistensi BMT Nurul Jannah diakui ditengah-tengah 
masyarakat dan lembaga yang mendapat sambutan baik dari masyarakat. 
Dana-dana sosial diperuntukan kepada kaum miskin seperti 
santunan anak yatim, janda, beasiswa anak asuh dan pelatihan guru 
taman pendidikan al-Quran (TPQ). Putri Sri Rahayu selaku manager 
BMT Nurul Jannah mengatakan bahwa kegiatan sosial tersebut 
dilakukan untuk mendekatkan BMT Nurul Jannah dengan masyarakat, 
terutama masyarakat miskin dan lemah agar dapat membantu 
perekonomian mereka.102 
Bentuk pemberdayaan yang di lakukan oleh BMT Nurul Jannah 
melalui beasiswa, santunan anak yatim dan janda adalah salah satu 
bentuk dari pemberdayaan yang bersifat konsumtif, agar dapat 
memperbaiki hidup di masa depan melalui peningkatkan kualitas hidup. 
Harapannya dengan adanya beasiswa pendidikan ini, mereka dapat 
mengaplikasikan ilmunya dan dapat bersaing di dunia global tanpa harus 
termarjinalkan lagi. Dengan demikian akhirnya nanti mereka mampu 
mengangkat harkat dan derajat mereka.103 
                                                          
102 Putri Sri Rahayu, Manajer Operasional, Wawancara, Gresik, 31 Januari 2019. 
103 Ibid,. 



































Penggalangan dana-dana sosial menurut M. Zainul Farid selaku 
staff Ma<l didapatkan melalui potongan gaji karyawan PT. Petrokimia 
Gresik dan sebagian dari masyarakat langsung. Selain itu dana infaq 
diambil dari nasabah pembiayaan sebagai biaya administrasi sebesar 
0.5%. 
Penyalurannya dana-dana sosial BMT Nurul Jannah dikelola 
menjadi tiga kategori, pertama dana zakat akan disalurkan langsung 
kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (asnaf), yaitu para 
fakir miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, 
dana infaq shadaqah akan disalurkan kepada delapan asnaf disamping 
itu ada anak yatim dan lembaga lembaga seperti masjid, musholla, 
pondok dan sekolahan.104 
    Tabel 3.8 
Penyaluran Dana Sosial kepada Masyarakat Miskin BMT Nurul 
Jannah dalam 5 Tahun Terakhir (Rp) 




Santunan Anak Yatim 
Piatu dan Janda 
2014 385.269.750 90.591.000 345.987.250 
2015 390.752.000 86.240.000 301.065.000 
2016 501.381.000 101.050.000 391.260.000 
2017 557.175.000 126.415.000 488.150.000 
2018 557.175.000 71.450.000 409.200.000 
Sumber: Data Keuangan BMT Nurul Jannah yang diolah peneliti, 2019. 
 
                                                          
104 M. Zainul Farid, Staff Divisi Maal, Wawancara, Gresik, 1 Februari 2019 



































Selain itu dana-dana sosial yang telah terkumpul juga akan 
disalurkan kedalam beberapa program kerja:105 
a. Bina Sosial, berupa santunan anak yatim piatu dan fakir miskin. 
Dalam program tersebut terdapat pula pembiayaan Qard} al-H}asan 
dimana pengembaliannya tanpa bagi hasil. 
b. Bina Pendidikan, berupa bantuan beasiswa kepada anak asuh 
tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Selain itu BMT Nurul 
Jannah juga memberikan bantuan dan pelatihan kepada guru 
pendidikan al Quran (TPQ). 
c. Bina Masjid atau Pondok Pesantren, berupa bantuan pembangunan 
masjid dan pondok pesantren. 
d. Bina Dakwah, berupa kegiatan seperti pengajian, ceramah agama 
dan sosialisasi zakat, infaq dan shodaqoh kepada masyarakat Gresik. 
e. Asnaf Lain, digunakan untuk amil divisi M<al, asnaf dan kegiatan 
operasional lainnya. 
Kondisi pemberdayaan yang diupayakan BMT Nurul Jannah 
melalui dana sosial melalui Qard} al-H}asan belum bisa maksimal, hal ini 
seperti yang dikatakan langsung oleh M. Zainul Farid, 
Pemberdayaan dana sosial dulu ada mas, awal kita pernah ada 
Qard} al-H}asan memberikan bantuan CSR berupa modal usaha 
peracangan untuk beberapa orang, dan ternyata tidak berhasil. 
Karena tidak ada monitoring, pendampingan akhirnya modalnya 
habis dibuat untuk bayar sekolah, anak sakit dll. Itu disebabkan 
karena tenaga kita yang sangat terbatas, tidak ada SDM.106 
                                                          
105 Ibid. 
106 Ibid. 




































Farid mengatakan bahwa tidak semua modal Qard} al-H}asan yang 
diberikan tidak kembali sepenuhnya, ada yang hanya dibayar setengah 
selanjutnya tidak mengangsur, ada yang tidak membayar sama sekali. 
Maka dari itu pihak BMT Nurul Jannah merasa belum berhasil dalam 
proses pemberdayaan melalui dana Qard} al-H}asan. Selanjutnya Farid 
berharap dapat menggandeng akademisi, lembaga-lembaga swadaya 
masyarakat untuk bersinergi menjadi pendamping agar dapat 
menghasilkan program yang bermanfaat untuk kedepannya.107 
3. Kendala dan Hambatan dalam Proses Empowerment di BMT Nurul 
Jannah Gresik 
Menurut Putri Sri Rahayu kendala yang dihadapi oleh BMT Nurul 
Jannah adalah pemahaman masyarakat yang masih pragmatis dalam hal 
pembiayaan. Dan juga kompetitor BMT Nurul Jannah yakni; Bank 
Negera Indonesia (BNI) dan Koperasi K3PG yang letaknya berdekatan 
dengan BMT Nurul Jannah, menurutnya kompetitor dalam dunia bisnis 
adalah hal yang sudah biasa, tetapi bagaimana orang memandang 
perbedaan dari satu lembaga dengan lembaga lain, tidak usah jauh jauh 
ada koperasi K3PG di depan kita bedanya kita menggunakan basis 
syariah sedangkan mereka konvensional ujarnya.108 
                                                          
107 Ibid,.  
108 Putri Sri Rahayu, Manajer Operasional, Wawancara, Gresik, 31 Januari 2019. 



































Koperasi K3PG merupakan kompetitor yang cukup mempengaruhi 
kegiatan BMT Nurul Jannah. Pembiayaan yang ditawarkan Koperasi 
K3PG dinilai oleh sebagian masyarakat cukup sederhana walaupun 
buunga yang ditarik lebih besar.109 Karena BMT Nurul Jannah dibawah 
naungan PT. Petrokimia Gresik banyak nasabah yang mengajukan 
pembiayaan di BMT Nurul Jannah dan Koperasi K3PG, tetapi Koperasi 
K3PG hanya diperuntukkan karyawan PT. Petrokimia Gresik saja, 
sedangkan BMT Nurul Jannah tidak hanya karyawan PT. Petrokimia 
Gresik tetapi juga masyarakat luas. 
Selain itu kompetitor yang selanjutnya adalah rentenir, walaupun 
jumlah para rentenir sudah berkurang, namun kegiatannya masih massif. 
Menurut Putri Sri masyarakat Gresik masih ada yang menjadi konsumen 
para rentenir karena mudahnya mendapat pinjaman, walaupun bunga 
yang diberikan sampai 10 persen, tapi tetap saja masyarakat bersedia 
meminjam karena tidak menggunakan jaminan. 110  Para peminjam 
biasanya adalah para pedagang pasar yang terjerat selama bertahun-
tahun oleh rentenir karena tidak dapat membayar angsuran pokok. 
Nasabah BMT Nurul Jannah yang terdiri dari nasabah umum, 
karyawan kontrak dan tetap PT. Petrokimia Gresik, karena BMT Nurul 
Jannah berdiri di bawah PT. Petrokimia Gresik menjadikan banyak 
sebagian karyawan menjadi nasabah pembiayaan. Putri Sri menuturkan 
                                                          
109 Putri Sri Rahayu, Manajer Operasional, Wawancara, Gresik, 6 Februari 2019. 
110 Ibid., 



































jika kendala yang dihadapi terkait karyawan itu tidak ada karena hampir 
semua angsurannya melalui potong gaji. Justru kendalanya di nasabah 
umum bisa karena telat membayar angsuran atau iklim ekonomi yang 
sedang turun.111 
Selain itu kendala lain yang disebutkan oleh Hudayatul 
Muthamimah adalah 
Kebanyakan orang-orang modal usaha yang diberikan BMT bukan 
dibuat usaha melainkan konsumtif. Jadinya tidak ada kemajuan, 
tapi tidak semuanya. Kalau bener bener dipakai ya jadi. Kayak 
rohmah ini dulu masih punya satu rombong sekarang dapat buka 
cabang.112  
 
Hambatan BMT Nurul Jannah dalam melakukan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat antara lain kurang tersedianya sumber daya 
manusia yang benar-benar berkualitas sebagai pendamping bisnis 
nasabah dan pembina nasabah. Selain itu forum-forum dan pelatihan-
pelatihan pembinaan juga belum maksimal dilakukan, seperti pertemuan 
setiap bulan dan untuk pembinaan tidak berjalan sebagaimana seperti 
yang diharapkan. 
Pembinaan yang belum maksimal mengakibatkan masih banyak 
nasabah yang belum sukses dalam usahanya, menurut Putri banyak 
nasabah BMT Nurul Jannah yang belum berhasil dibina.113 Biasanya 
nasabah-nasabah tersebut memiliki persepsi bahwa lembaga keuangan 
syariah dengan lembaga keuangan lainnya sama saja, yaitu sekedar 
                                                          
111 Putri Sri Rahayu, Manajer Operasional, Wawancara, Gresik, 31 Januari 2019. 
112 Hudayatul Muthamimah, Manajer Pembiayaan, Wawancara, Gresik, 1 Februari 2019. 
113 Putri Sri Rahayu, Manajer Operasional, Wawancara, Gresik, 6 Februari 2019. 



































menyediakan dana dan menarik bunga. Sikap apatis yang seperti inilah 
yang menjadi kendala terbesar BMT Nurul Jannah dalam upaya 






































ANALISIS PENERAPAN ISLAMIC EMPOWERMENT MELALUI 
PROGRAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO, KECIL DAN 
MENENGAH DI BMT NURUL JANNAH GRESIK 
 
A. Analisis Islamic Empowerment Melalui Program Pembiayaan Modal 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di BMT Nurul Jannah Gresik 
Pemberdayaan merupakan proses pemberian kebebasan kepada 
masyarakat yang berada dalam kesulitan ekonomi untuk berada di fase 
yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan pemberdayaan di BMT Nurul 
Jannah tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 
Terdapat 2 bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Nurul Jannah 
untuk dapat mencapai tujuannya tersebut yakni melalui pembiayaan 
mud{a<rabah, dan penyaluran dana-dana sosial. 
Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan secara Islam dalam 
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BMT Nurul Jannah melalui 
dua pendekatan yaitu; pertama, pendekatan parsial-kontinue, yaitu 
pendekatan dengan cara memberi bantuan langsung seperti kebutuhan 
pokok, sarana dan prasarana. Hal ini diperuntukan kepada kaum miskin 
seperti santunan anak yatim, janda, beasiswa anak asuh. 
Kedua, pendekatan struktural, yaitu pemberian pertolongan secara 
kontinue dalam bentuk pembiayaan mud{a<rabah. Agar masyarakat yang 
kurang berdaya dapat mengatasi kemiskinan atau kelemahannya sendiri.  



































Teknik pemberdayaan secara keseluruhan yang dilakukan oleh 
BMT Nurul Jannah telah mewakili beberapa poin teknik pemberdayaan 
antara lain, partisipatory rural appraisal yang melibatkan masyarakat 
dalam proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan perencanaan 
dan pelaksanaan program pemberdayaan. Partisipatory assesment yang 
menekankan pada penemuan masalah serta memilih solusi untuk 
pemecahan masalah. Brainstorming berupa motivasi untuk anggota dalam 
memecahkan masalah yang dihadapi. 
Asas-asas Islamic empowerment yang terdiri dari asas Al-‘Adl 
(keadilan), persamaan, partisipasi, etos kerja dan ta’a>wun  (tolong 
menolong) dalam penerapannya di BMT Nurul Jannah ini belum 
sepenuhnya sesuai, hal ini dibuktikan dalam pembahasan berikut; asas 
keadilan, keadilan yang diterapkan di BMT Nurul Jannah terletak dalam 
akad pembiayaan mud{a<rabah yakni terletak pada keuntungan (nisbah) dari 
kedua belah pihak. Keadilan disini diartikan meletakkan sesuatu pada 
tempatnya atau tidak berat sebelah, nisbah yang diberikan oleh pihak BMT 
Nurul Jannah selaku s}a>h}ib al-ma>l kepada mud{a>rib sudah  ditentukan diawal 
sebesar 1.5%, yang seharusnya disepakati juga oleh mud{a>rib. Usaha yang 
dijalankan para nasabah BMT Nurul Jannah tidaklah selalu meningkat, 
tidak bisa dipungkiri penurunan dalam hal usaha adalah hal yang wajar. 
Penerapan nisbah diawal yang dinilai memberatkan sebagian masyarakat 
yang mempunyai usaha menyebabkan banyak dari mereka yang telat 
mengangsur, padahal jika saja penetapan nisbah didasarkan sesuai dengan 



































pendapatan mereka perbulan mereka bisa saja membayar angsuran tepat 
waktu.  
Keadilan yang diterapkan pada dana sosial yang terdiri dari zakat, 
infaq dan shadaqah dinilai sudah tepat sasaran kepada orang yang 
membutuhkan yakni dipakai untuk membantu masyarakat fakir miskin, 
anak yatim dan janda. Dana-dana tersebut dapat mengurangi kesenjangan 
antara orang-orang yang berkecukupan dengan orang yang tidak 
berkecukupan. Zakat berpotensi dapat meningkatkan produktivitas 
masyarakat jika dikelola secara profesional.  
Selanjutnya adalah persamaan, dalam melaksanakan kegiatan 
ekonomi BMT Nurul Jannah berlandaskan prinsip kekeluargaan dan 
mewujudkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. BMT Nurul Jannah 
mau menolong siapa saja yang ingin memperbaiki taraf hidupnya tanpa 
memandang ras, suku dan budaya karena semua sama kedudukannya 
dihadapan Allah Swt, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai 
manusia juga dalam hak dan kewajiban. 
BMT Nurul Jannah selaku s}a>h}ib al-ma>l berkewajiban memberikan 
modal 100% kepada mud{a>rib untuk mengelola dana yang diberikan, 
begitupula mud{a>rib berkewajiban membayar angsuran ke s}a>h}ib al-ma>l. 
Persamaan hak juga dapat dilihat dari penyaluran dana-dana sosial, dana 
yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah sudah didistribusikan kepada 
masyarakat yang membutuhkan. Zakat misalnya, dalam penyaluran zakat 



































ada bagian yang untuk fakir miskin, dimana zakat itu merupakan hak 
mereka. 
Ketiga partisipasi, merupakan proses aktif keterlibatan dari 
masyarakat untuk proses pembangunan, dalam hal ini adalah 
pemberdayaan. Dalam upaya pemberdayaan BMT Nurul Jannah 
melibatkan peran serta masyarakat secara langsung untuk selalu terlibat 
dalam proses pemberdayaan seperti halnya pembiayaan mud{a<rabah dan 
penyaluran dana-dana sosial. Jika pelibatan dari masyarakat tidak ada 
proses pemberdayaan akan mengalami kegagalan, begitupun sebaliknya 
jika pelibatan dari BMT Nurul Jannah tidak ada, maka masyarakat akan 
selalu di fase kurang berdaya, karena setiap pihak mempunyai kelemahan 
dan harus saling melengkapi. 
 Keempat etos kerja, BMT Nurul Jannah mendorong anggotanya 
untuk bekerja dan berusaha, tak hanya sekedar bekerja dan berusaha yang 
diperhatikan, tetapi harus selaras dengan syariat agama Islam agar 
mendapatkan ridho Allah Swt, dan ajaran Islam memuat semangat dan 
dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Sebagai 
lembaga keuangan syariah BMT Nurul Jannah hanya sebatas memberikan 
sarana berupa motivasi dan dorongan agar mereka mau bekerja, mencari 
rezeki agar mereka menjadi berdaya. Jika mereka berdaya mereka dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan kewajibannya, terlebih 
lagi dapat membantu orang disekitarnya yang kurang berdaya. 



































Asas yang terakhir dalam Islamic empowerment adalah ta’a>wun 
(tolong menolong), BMT Nurul Jannah sebagai s}a>h}ib al-ma>l membantu 
masyarakat yang kekurangan dana atau modal melalui pembiayaan 
mud{a<rabah dan Qard} al-H}asan.  Akad mud{a<rabah yang diterapkan di BMT 
Nurul Jannah diberikan kepada mereka yang menyertakan jaminan pada 
waktu akad pembiayaan, dana dari pembiayaan mud{a<rabah diambilkan dari 
dana pihak ketiga untuk kemudian dikelola, walaupun nisbah yang sudah 
ditetapkan diawal mereka tetaplah menyetujui tanpa harus berfikir panjang. 
Berbeda dengan akad Qard} al-H}asan yang diperuntukan kepada fakir 
miskin dan masyarakat yang ingin berusaha tetapi tidak mempunyai 
jaminan, dan Qard} al-H}asan diambilkan dari dana sosial yang berupa zakat, 
infaq dan shadaqah. 
BMT Nurul Jannah melakukan injeksi dana bagi masyarakat yang 
kurang terberdayakan sebagai bentuk dari kepedulian mereka yang 
kekurangan tanpa diikuti dengan hal bathil. Hal teresbut tertuang pada 
kandungan surah An Nisa ayat 29 yang menjelaskan bahwa semua muslim 
janganlah saling memakan harta dengan cara yang bathil, lebih baik sesama 
muslim melakukan perniagaan yang disertai suka sama suka, yang mana 
akan melapangkan rezeki karena tidak mengandung unsur kebathilan. 
Penerapan asas ta’a>wun di BMT Nurul Jannah juga melalui 
pendistribusian dana-dana sosial, dana-dana sosial disalurkan kedalam 
program-program kerja, diantaranya bina sosial yang diperuntukkan 
kepada fakir miskin, anak yatim dan janda. Bantuan tersebut biasanya 



































dalam bentuk santunan baik berupa uang, kebutuhan pokok dan 
pembiayaan Qard} al-H}asan, sudah menjadi kewajiban bagi lembaga 
keuangan syariah untuk membantu mereka yang membutuhkan. 
Selanjutnya program bina pendidikan, yang diperuntukkan kepada 
anak dari fakir miskin berupa beasiswa. Beasiswa pendidikan merupakan 
investasi masa depan bagi anak-anak agar dapat memperbaiki tariff 
kehidupan keluarganya dan kelak mereka mampu bersaing dengan mereka 
yang berkecukupan dan menghilangkan gap antara si kaya dan si miskin. 
Beasiswa yang disalurkan BMT Nurul Jannah dimulai dari jenjang sekolah 
dasar (SD) hingga sekolah menengah keatas (SMA) baik negeri maupun 
swasta di kabupaten Gresik. 
Penerapan pembiayaan mud{a<rabah di BMT Nurul Jannah sama 
seperti penjelasan diatas, karena dalam prakteknya pihak BMT sangat 
transparan atau terbuka kepada nasabah, dengan demikian hubungan yang 
terjalin antara BMT dengan nasabah mempunyai hubungan yang sangat 
baik yang disertai dengan suka sama suka. Islamic empowerment yang 




















































B. Analisis Kontribusi Pembiayaan Modal Terhadap Keberlangsungan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah di BMT Nurul Jannah Gresik 
Pembiayaan mud{a<rabah adalah akad kerjasama antara dua pihak 
dimana pihak pertama selaku s}a>h}ib al-ma>l yakni BMT Nurul Jannah 
memberikan bantuan modal sebesar 100% kepada  pihak kedua selaku 
mud{a>rib yakni nasabah sebagai pengelola. Bagi hasil pembiayaan 
mud{a<rabah sesuai kesepakatan awal antara nasabah dengan BMT Nurul 
Jannah, yakni sebesar 1,5%. Keberadaan BMT Nurul Jannah sebagai salah 
satu lembaga keuangan dengan prinsip syariah menjadi salah satu 
alternative masyarakat melakukan pembiayaan modal yang relative 
terjangkau, mudah dan cepat. 






















































BMT Nurul Jannah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
meningkatkan pendapatan anggotanya dan masyarakat sekitar. Oleh sebab 
itu, dengan adanya BMT Nurul Jannah masyarakat sekitar khususnya para 
pedagang di kawasan Gresik yang kekurangan dana dapat mendapatkan 
pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan mud{a<rabah dengan sistem bagi 
hasil. 
Nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh BMT Nurul Jannah 
yakni mencapai 50 juta. Pembiayaan mud{a<rabah yang diberikan oleh BMT 
Nurul Jannah untuk modal sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang 
dihasilkan oleh anggotanya. Karena suatu besar kecilnya pendapatan 
tergantung dari modal yang digunakan. Jika modal yang digunakan besar 
maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan, begitu sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka 
penghasilan yang didapat juga kecil. Karena jika pendapatan yang 
dihasilkan anggota meningkat secara otomatis kehidupan masyarakatpun 
menjadi sejahtera. 
Keberhasilan yang telah dicapai oleh BMT Nurul Jannah dalam 
menjalankan program pemberdayaannya, maka peneliti mengumpulkan 
data-data dan survei dengan mengadakan wawancara ke beberapa anggota 
nasabah pembiayaan mud{a<rabah demi kemajuan usahanya. 
Narasumber pembiayaan mud{a<rabah yang berjumlah 8 orang 
mengalami kemajuan dalam usahanya, bahkan beberapa narasumber tidak 
hanya mengajukan pembiayaan sekali, ada yang dua sampai empat kali 



































mengajukan. Salah satu narasumber yang bernama ibu Siti Nurrohmah 
yang berprofesi sebagai pedagang bakso, beliau mengajukan empat kali 
pembiayaan dimulai dari 5 juta hingga yang terakhir 50 juta. 
Nasabah lain yang bernama bapak Muhammad Ma’ruf yang 
berprofesi sebagai pedagang sayur, beliau awal mula mengajukan untuk 
berbisnis sayur senilai 10 juta, sekarang pendapatan beliau semakin 
meningkat terbukti dengan bertambahnya aset seperti rumah dan mobil. 
Sama halnya dengan bapak Simin yang berprofesi sebagai pedagang bakso 
pendapatan yang beliau dapatkan mengalami peningkatan dengan 
bertambahnya aset yaitu rumah. 
Data yang telah penulis rangkum dari narasumber pembiayaan 
mud{a<rabah menunjukan dengan adanya pembiayaan mud{a<rabah dapat 
meningkatkan pendapatan anggotanya, tergantung dari mereka yang 
mempergunakan modal yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah untuk 
digunakan dengan semestinya. Pemberian modal kepada para nasabah yang 
kekurangan modal sangat berpengaruh demi keberlangsungan serta 
peningkatan usahanya. Peran BMT Nurul Jannah sebagai lembaga 
keuangan syariah yang ingin mensejahterakan anggotanya hanya sebatas 
pemberian modal saja, padahal dalam pemberdayaan tidak bisa hanya 
sampai disitu saja, harus ada pendampingan, pelatihan, dan pengawasan. 
Untuk lebih jelasnya akan di jelaskan dalam skema berikut: 
 
 








































Tujuan adanya program lanjutan yang belum dilaksanakan oleh 
pihak BMT Nurul Jannah agar nasabah yang bersangkutan dapat secara 
mandiri meningkatkan kualitas usaha dan permodalannya, terlebih lagi 
dapat membatu orang lain. Bukan hanya mengandalkan bantuan 
permodalan yang diberikan oleh setiap lembaga keuangan yang ada. 
Kegagalan dalam proses pemberdayaan melalui Qard} al-H}asan 
dikarenakan kurangnya pendampingan, pelatihan dan pengawasan oleh 
pihak BMT Nurul Jannah. Hal itu terjadi disebabkan oleh minimnya tenaga 
sumber daya manusia yang mumpuni dan kerjasama yang belum ada, 
padahal jika semua proses dalam pemberdayaan itu dipenuhi maka bisa jadi 































































Jika relasi yang terjalin antara lembaga-lembaga diatas dapat 
terjalin, maka sudah semestinya masyarakat yang lemah dapat hidup 
dengan sejahtera. Karena hubungan antar lembaga saling berkaitan satu 
sama lain. Dan juga upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Nurul 
Jannah selama ini dapat dikatakan efektif tetapi belum cukup optimal, hal 
tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keberhasilan pembiayaan 
mud{a<rabah dan kegagalan pembiayaan Qard} al-H}asan.  
Berdasarkan dari hasil wawancara kepada nasabah pembiayaan, 
perubahan perkembangan usaha dapat dilihat dari adanya kenaikan omzet, 
laba dan bertambahnya aset. Untuk tujuan dari pemberdayaan yang 
dilakukan oleh BMT Nurul Jannah sudah tercapai bagaimana semestinya, 
yaitu memberikan kontribusi aktif terhadap upaya pemberdayaan dan 















































Dengan adanya pembiayaan mud{a<rabah menjadi salah satu cara 
untuk membantu dan meringankan beban para masyarakat yang 
kekurangan dalam masalah permodalan, sehingga dengan adanya 
pembiayaan mud{a<rabah dapat menjadikan salah satu jalan bagi para 
masyarakat untuk meningkatkan usahanya. 
 
C. Analisis Kendala dan Hambatan Pemberdayaan di BMT Nurul Jannah 
Gresik 
Kendala yang dihadapi BMT Nurul Jannah berasal dari kompetitor 
dan pemahaman masyarakat yang masih kurang mengerti dalam hal 
pembiayaan. Kompetitor BMT Nurul Jannah antara lain; Bank Negara 
Indonesia dan Koperasi K3PG yang letaknya berdekatan dengan BMT 
Nurul Jannah. Kompetitor merupakan hal sangat wajar dalam dunia usaha. 
Jika tidak ada kompetitor maka persaingan dalam dunia bisnis menjadi 
tidak sehat karena hanya dijalankan satu perusahaan saja (monopoli). 
Koperasi K3PG menawarkan pembiayaan dengan bunga yang 
cukup tinggi, melihat hal itu BMT Nurul Jannah memanfaatkan untuk 
dapat memperdayakan melalui pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang 
sesuai syariah. Dan kelebihan yang lain BMT Nurul Jannah dapat 
merangkul semua lapisan masyarakat dalam proses pemberdayaannya, 
berbeda dengan Koperasi K3PG yang terbatas hanya untuk karyawan saja. 
Rentenir yang masih berkegiatan di area-area pasar juga 
mendapatkan fokus sebagai kompetitor BMT Nurul Jannah, karena 



































peminjaman yang tanpa jaminan membuat sebagian masyarakat terjerat 
selama bertahun-tahun karena tidak dapat membayar angsuran pokok. Hal 
ini mengakibatkan masyarakat yang menjadi korbannya semakin 
terperosok dan tidak berdaya.  
Kendala lain adalah kredit macet karena telatnya nasabah 
membayar angsuran, hal ini disebabkan tidak diberlakukannya denda jika 
telat membayar di BMT Nurul Jannah, karena Islam memang tidak 
memperbolehkan mengambil kelebihan atas hutang (riba). Oleh karena itu, 
nasabah semena-mena dalam membayar, tidak sesuai jatuh tempo yang 
diwajibkan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun baru diangsur. BMT 
Nurul Jannah hanya memberikan surat peringatan hingga tiga kali sampai 
barang yang dijaminkan siap dilelang. 
Hambatan yang lain yang disebutkan oleh pihak BMT Nurul Jannah 
adalah sikap apatis mereka yang menyatakan bahwa lembaga keuangan 
syariah dan konvensional itu sama, yakni menyediakan dana dan menarik 
bunga pada pinjaman mereka. Padahal jelaslah berbeda lembaga keuangan 
syariah dengan sistem bagi hasilnya dan konvensional dengan sistem 
bunganya, disinilah pentingnya pembinaan oleh pihak BMT Nurul Jannah 
agar sikap apatis masyarakat yang ditanamkan menjadi berubah.  
Karena kurangnya tenaga sumber daya yang mumpuni 
menyebabkan banyak nasabah yang kurang berhasil tidak ter-cover. 
Pemberian dana juga tidak 100% dipakai untuk usaha melainkan juga 
konsumtif, maka tidak sepenuhnya berhasil. Dan pelatihan-pelatihan 



































pembinaan juga jarang dilakukan, seperti pertemuan setiap bulan dan untuk 
pembinaan tidak berjalan sebagaimana seperti yang diharapkan. 
  





































Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 
cara pengumpulan data, wawancara, dokumentasi dan observasi mengenai 
Islamic empowerment melalui program pembiayaan modal usaha mikro, 
keci, dan menengah (UMKM) di BMT Nurul Jannah Gresik, maka peneliti 
menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Penerapan Islamic empowerment yang diterapkan di BMT Nurul 
Jannah diimplikasikan dalam dua bentuk, yaitu melalui pembiayaan 
mud{a<rabah yang diperuntukan untuk semua kalangan masyarakat yang 
kekurangan modal. Kedua melalui dana-dana sosial seperti zakat, infaq 
dan shodaqoh yang disalurkan dalam 5 program kerja diantaranya untuk 
kaum dhuafa seperti anak yatim piatu, janda, dan beasiswa. Dari kedua 
model tersebut dapat dikatakan efektif tapi belum cukup optimal 
dikarenakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Nurul 
Jannah hanya sebatas pemberian modal saja, tidak ada program lanjutan. 
Sehingga program pemberdayaan melalui dana sosial yang berupa Qard} 
al-H}asan mengalami kesumbergagalan. 
2. Kontribusi pembiayaan modal terhadap keberlangsungan UMKM dapat 
meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup masyarakat lemah, hal ini 
dapat dilihat dari indikator bertambahnya omzet, laba dan aset yang 



































dimilikinya. Peningkatan tersebut terjadi karena pembiayaan modal 
yang diberikan oleh pihak BMT Nurul Jannah digunakan dengan 
semestinya (produktif). 
3. Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh BMT Nurul Jannah dalam 
proses empowerment (pemberdayaan) adalah dari kompetitornya yaitu 
Koperasi K3PG dan rentenir serta pemahaman masyarakat yang masih 
apatis terhadap lembaga keuangan syariah dan juga banyaknya kredit 
macet. Selanjutnya hambatan yang dihadapi oleh BMT Nurul Jannah 
adalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu mendampingi dan 
melakukan pembinaan terhadap nasabah yang belum berdaya, serta 
melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang diberikan. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di BMT Nurul 
Jannah Gresik, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai 
masukan yang bertujuan untuk kemajuan BMT Nurul Jannah Gresik adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi BMT Nurul Jannah Gresik 
Bagi BMT Nurul Jannah Gresik diharapkan dapat meningkatkan 
pemberdayaannya dengan cara adanya program lanjutan seperti 
pendampingan, pelatihan dan pengawasan. Dan juga program edukasi 
mengenai pembiayaan kepada masyarakat yang belum mengerti tentang 
sistem dan akad-akad dalam pembiayaan syariah yang seyogyanya dapat 
dilakukan dua bulan sekali agar hambatan dalam proses pemberdayaan 



































dapat ditangani. Dengan demikian, permasalahan dalam 
memperdayakan masyarakat menjadi lebih mudah dan para nasabah 
pembiayaan menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari pola 
pemahaman tentang ekonomi syariah maupun usahanya. 
Selanjutnya produk-produk pembiayaan yang ada di BMT Nurul 
Jannah lebih baik ditambah seperti mura>bahah, musyarakah ataupun 
rahn, tidak hanya mud{a<rabah saja. Karena dengan begitu masyarakat 
dapat memilih sesuai dengan permasalahannya, seperti pembiayaan 
mura>bahah yang sekarang masyarakat banyak yang mengajukan kredit-
kredit kendaraan dan barang elektronik, sekalipun bunga yang diberikan 
cukup besar. Melihat dalam era digital yang seperti sekarang, jika BMT 
Nurul Jannah tidak melakukan inovasi ditakutkan akan tertinggal 
dengan lembaga yang lain, karena sekarang masyarakat ingin segala 
sesuatunya secara instan dan cepat. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Dalam skripsi ini peneliti jauh dari kata kesempurnaan, sehingga 
penyusun berharap untuk peneliti yang selanjutnya dapat mengupas 
tentang Islamic empowerment itu sendiri. Karena keterbatasan peneliti 
dalam menggali informasi tentang Islamic empowerment, sehingga 
kekurangan-kekurangan tersebut dapat menjadi kajian untuk peneliti 
berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan 
Islamic empowerment serta lembaga keuangan syariah itu sendiri. 
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